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ABSTRAK 

 
Husnul Qhatimah. Efektivitas penanganan pelanggaran netralitas pegawai negeri 
sipil di bawaslu kabupaten pinrang (dibimbing oleh Bapak Hasanuddin Hasim ) 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penanganan 
pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pilkada 2024 di Kabupaten 
Pinrang, menganalisis efektivitas penanganannya oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang, 
serta mengkaji penanganan tersebut dalam perspektif siyasah syar‘iyah.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) 
dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan 
dokumentasi yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Pinrang. Adapun sumber data 
primer berasal dari hasil wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang, 
sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, 
dan literatur yang relevan. 

 penelitian menunjukkan bahwa 1).implementasi penanganan pelanggaran 
netralitas PNS pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan sesuai 
dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari 
tahap pencegahan, pengawasan, penerimaan laporan, kajian, klarifikasi, hingga 
penerusan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau penanganan 
melalui Sentra Gakkumdu apabila memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Namun 
demikian, masih ditemukan berbagai kendala, seperti tingginya angka pelanggaran, 
rendahnya kesadaran ASN terhadap pentingnya netralitas, serta keterbatasan 
kewenangan Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi secara langsung. 2).Efektivitas 
penanganan pelanggaran netralitas PNS di Bawaslu Kabupaten Pinrang dapat 
dikategorikan efektif secara prosedural karena seluruh tahapan penanganan telah 
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, efektivitas secara 
substantifmasih belum optimal karena tingginya jumlah pelanggaran yang terjadi, 
terbatasnya sumber daya manusia dalam penanganan pelanggaran, serta sanksi yang 
dinilai belum memberikan efek jera yang kuat bagi pelanggar. 3).Analisis siyasah 
syar’iyah, penanganan pelanggaran netralitas PNS oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang 
telah sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adl), amanah, maslahah mursalah, dan 
amar ma’ruf nahi munkar. Upaya pengawasan dan penindakan terhadap ASN yang 
tidak netral merupakan bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan umum serta 
upaya menjaga integritas demokrasi dan pemerintahan yang adil. 
 

 
 

Kata Kunci: Netralitas PNS, Bawaslu Kabupaten Pinrang, Pilkada 2024, Efektivitas 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut : 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

ا  Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 

ب  Ba B Be 

ت  Ta T Te 

ث  Tha T te dan ha 

ج  Jim J Je 

ح  Ha ḥ  ha (dengan titik di bawah) 

خ  kha Kh ka dan ha 

د  Dal D De 

ذ  dhal Dh de dan ha 

ر  Ra R Er 

ز  Zai Z Zet 

 Sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 shad Ş es (dengan titik  di bawah) ص

  Dad ḍ de (dengan titik  di bawah) ض

ط  Ta ṭ te (dengan titik  di bawah) 
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ظ  Za ẓ zet (dengan titik  di bawah) 

ع  ‘ain ‘ koma terbalik ke atas 

غ  gain G Ge 

ف  Fa F Ef 

ق  Qaf Q Q 

ك  Kaf K Ka 

ل  Lam L El 

م  mim M Em 

ن  nun N En 

و  wau W We 

ھ       ha H Ha 

ء  hamzah ‘ Apostrof 

ى  Ya Y Ye 

Hamzah (ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 

tanda apapun. Ji ka ia t erletak di  tengah atau di  akhir, maka dit uli s dengan tanda (‘). 

2. Vokal 

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiriatas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.Vocal tunggal bahasa Arab yang 

lambangnya berupat anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

    Fathah A A 

    Kasrah I I 

    Dammah U U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

      fathahdanyá’ A a dan i 

      fathahdan wau Au a dan u 

 

Contoh : 

        : kaifa 

        : haula 

3. Maddah 

Maddahatau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan  

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama  

            fathahdanalif dan yá’ Ā a  dan garis di atas 

      kasrahdanyá’ Î i  dan garis di atas 

      Dammahdanwau Û u  dan garis di atas 

Contoh : 

       :  māta 

            :  ramā 

       :    :qîla 

         :     :yamûtu 

4. Tā’Marbutah 

Transliterasi untuktā’ marbutah ada dua, yaitu: 
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1. tā’ marbutahyang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah [t]. 

tāmarbǔtahyang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

[h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan tāmarbûtah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

tāmarbûtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh : 

                    : rauḍah al-jannah atau rauḍatuljannah 

                              : al-madīnah al-fādilahatau al-madīnatulfāḍilah 

                :   al-hikmah 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda  tasydid(   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 

Contoh : 

        : rabbanā 

 najjainā : جّيْنَا

         : al-haqq 

         : nu’ima 

        : ‘aduwwun 

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata  dan didahului oleh 

hurufkasrah(     ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi (î). 

         : ‘Ali  (bukan ‘Ali yyatau  ‘ Aly) 

                 :Arabi  (bukan ‘Ar abiyyat au ‘Araby) 
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلا (alif 

lam  ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis teRp. isah  dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan 

garis  mendatar (-). 

Contoh : 

           : al-syamsu (bukanasy-syamsu) 

لْزَلةَ ُ  al-zalzalah (bukan az-zalzalah) : الَزَّ

                : al-falsafah 

            : al-bilādu 

7. Hamzah 

Aturan translai terasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh : 

              : ta’muruna 

 ’al-nau : الَنَّوْعُ 

        : syai’un 

                 : umirtu 

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
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yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an  (da rial-Q ur’ān),  alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh : 

Fīẓilāl al-qur’an 

Al-Sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi ‘umum  al-lafẓlā bi khusus al-sabab 

9. Lafz al-jalalah(الله) 

Kata ‚Allah‛ yang di dahului  parti kel seperti  huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh : 

            :  dīnullah             :   billah 

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. 

Contoh : 

ى      hum fīrahmatillāh   :                 ف

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  capital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, 
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bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 

kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal  nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh: 

WamāMuhammadunillārasūl 

Inna awwalabait inwudi ’ali nnasi lal ladhī bi Bakkatamubārakan 

SyahruRamadan  al-ladhīunzilafih al-Qur’an 

Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Al-Gazali 

Al-Munqizmin al-Dalal 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapa 

k dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi. Contoh : 

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid 

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu) 

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr 

Hamid Abu) 

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukanadalah : 

swt. : subḥānahūwata’āla 

saw. : ṣhallallāhu ‘alaihiwasallam 

a.s. : ‘alai hi  al-sallām 

H : Hijrah 
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M : Masehi 

SM : Sebelum Masehi 

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja) 

w. : Wafattahun 

QS …./….:  4 : QS al-B aqarah/2: 187 atau QS Ibrahim /…, ayat 4 

HR : Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu 

dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 

ه=ص ح ف   ص

ن دو ن ب ا ك م = م  د

ى ل الله ص ة  ي ل م ع ل س م = و ع ل  ص

ة ع ب  ط = ط

ن دو ر ب ش ا ن = ن  د

ى ا إل رھ ه/آخ ر خ  = آخ  ال

ء  ز  ج = ج

 

ed.             : 

 

 

et  al.         : 

 

 

Cet.           : 

Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). 

Karena dalam bahasa Indonesia kata “ editor‛ berlaku baik untuk satu 

atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

‚Dan lai n-lai n‛ atau ‚dan kawan-kawan‛ (si ngkatan dari etalia). 

Ditulis  dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. 

(‚dan kawan-kawan‛ ) ya ng di tulis dengan huruf biasa/tegak. 

Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. 
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Terj.          : 

 

Vol.          :  

 

No.           :  

Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan 

karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarannya. 

Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah  buku atau 

ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab 

biasanya digunakan kata juz. 

Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah 

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keterlibatan ASN dalam politik menjadi dilematis karena di satu sisi Aparatur 

Sipil Negara (ASN) memiliki hak suara dalam pemilu. Hal ini berbeda dengan 

anggota TNI dan Polri aktif yang secara jelas tidak memiliki hak suara (baik memilih 

maupun dipilih). Penggunaan hak pilih untuk memilih dalam  politik  tersebut  

merupakan  keberpihakan  ASN  yang  bersangkutan  kepada  salah  satu 

kontestan.1Selama ini, larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis diatur di 

beberapa peraturan perundang-undangan yakni UU No. 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur SipilNegara, dimana ASN diatur untuk netral dan bebas dari pengaruh dan 

intervensi politik. Selanjutnya, untuk mengawasi perilaku dan netralitas ASN itu 

sendiri maka dibentuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Berkaitan dengan 

pelaksanaan pilkada, pada Pasal70 ayat (1) huruf b UU No.1 Tahun 2015 

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 dan terakhir UU No. 10 

Tahun 2016 dinyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dilarang melibatkan 

ASN, dan juga anggota TNI dan anggota POLRI aktif, selanjutnya pada Pasal 71 ayat 

(1) dinyatakan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota 

TNI/POLRI, kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Kemudian Peraturan 

Pemerintahan (PP) No. 42 Tahun 2004 tentang Jiwa Korps dan kode etik PNS telah 

memberikan panduan berperilaku bagi PNS. Sebagai sebuah panduan etika, tentu 
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regulasi ini tidak mengatur sanksi hukum tetapi sanksi moral.
1
  

Netralitas pegawai negeri sipil (PNS) merupakan pilar penting dalam menjaga 

integritas proses demokrasi di Indonesia, khususnya selama penyelenggaraan 

pemilihan umum (pemilu), di mana PNS diharapkan tidak terlibat dalam kegiatan 

politik partisan untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan keadilan. 

Secara umum, konsep netralitas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menekankan bahwa PNS harus 

menjaga netralitas politik, tidak memihak pada partai politik tertentu, dan 

menghindari tindakan yang dapat mengganggu stabilitas negara. Dalam konteks 

pemilu, netralitas PNS menjadi krusial karena mereka sering terlibat dalam 

administrasi publik yang dapat mempengaruhi hasil pemilu, seperti distribusi logistik 

atau pengawasan lapangan.
2
 Penelitian umum tentang netralitas PNS, Pelanggaran 

netralitas sering terjadi akibat tekanan sosial, kepentingan pribadi, atau kurangnya 

pemahaman regulasi, yang dapat mengakibatkan sanksi administratif hingga pidana. 

Netralitas PNS idealnya tercermin dalam implementasi aturan yang ketat, pelatihan 

berkala, dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan PNS bertindak 

sebagai pelayan publik yang imparsial, sehingga demokrasi berjalan lancar tanpa 

intervensi birokrasi. Namun, dalam dassein atau realitas yang ada, banyak kasus 

menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas masih marak, terutama di daerah-daerah 

dengan dinamika politik lokal yang kuat, di mana PNS terlibat dalam kampanye 

terselubung atau dukungan partisan, seperti yang terungkap dalam laporan 

                                                           
1
Azlan Thamrin, Dirga Achmad, and Ahmad Rezky Fachreza, ―Penindakan Atas Pelanggaran 

Netralitas ASN Di Provinsi Sulawesi Selatan,‖ JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara, 2022, 

37–43. 

2
Dwi Jati Marta, ―Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

Tahun 2024,‖ Ikatlah Seutas Si Dahan Cemara, 2023, 93. 
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Badan Kepegawaian Negara (BKN).
3
 Hal ini Prinsip Netralitas sebagai Bagian dari 

Keadilan dan Ketakwaan sebagaimana dalam firman allah : 

QS. Al-Maidah / (5): 8 

                         
                                                                            

                              

                                                  
                                                         ٨   

Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena 
Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu 
terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah 
adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

4
 

Tafsiran Ayat ini menegaskan bahwa : Ayat ini menekankan prinsip keadilan 

mutlak, meskipun ada tekanan politik atau kepentingan kelompok. ASN harus 

menjadi saksi kebenaran dan pelaksana keadilan, bukan alat partisan. Tafsir As-Sa‘di 

menjelaskan bahwa adil adalah landasan utama ketakwaan. Dalam konteks 

pelanggaran in absentia, berlaku adil berarti ASN tidak boleh menggunakan ruang 

maya untuk mendukung kandidat tertentu, karena hal itu mencederai keadilan dalam 

kompetisi politik. 

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga 

independen yang bertugas mengawasi netralitas PNS selama pemilu, sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

Bawaslu tidak hanya memantau pelanggaran oleh peserta pemilu tetapi juga 

menangani dugaan pelanggaran netralitas oleh aparatur negara, termasuk PNS, 

                                                           
3
Wafiq Nurul Fitri et al., ―Netralitas ASN Dalam Perspektif Regulasi Dan Etika Birokrasi Di 

Indonesia,‖ Orasi: Jurnal Ilmu Politik Dan Sosial 2, no. 2 (2025): 61–73. 

4
Departemen Agama Republik Indonesia, ―Al-Qur‘an Dan Terjemahannya,‖ Jakarta: Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur‘an, 2019, 27–30. 
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melalui mekanisme pengaduan, investigasi, dan rekomendasi sanksi. Penelitian 

spesifik tentang efektivitas Bawaslu dalam menangani pelanggaran netralitas, 

menyoroti bahwa Bawaslu sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber 

daya manusia, koordinasi antarlembaga yang kurang optimal, dan resistensi dari 

pihak yang dilanggar, ini menuntut Bawaslu untuk memiliki kapasitas investigasi 

yang kuat, transparansi proses, dan kerja sama lintas sektoral dengan BKN dan 

kepolisian untuk menegakkan sanksi yang tegas, sehingga netralitas PNS dapat dijaga 

sebagai norma demokrasi yang tak tergoyahkan, ini menunjukkan bahwa efektivitas 

Bawaslu sering kali terhambat oleh kasus-kasus yang tidak ditindaklanjuti secara 

konsisten, terutama di tingkat kabupaten, di mana Bawaslu daerah mungkin kurang 

berpengalaman atau terpengaruh oleh dinamika lokal.
5
 

Spesifik, di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, penanganan pelanggaran 

netralitas oleh PNS melalui Bawaslu menghadapi konteks unik yang dipengaruhi oleh 

geografi, budaya politik lokal, dan sejarah pemilu sebelumnya. pelanggaran netralitas 

sering dipicu oleh faktor struktural seperti desentralisasi yang memberikan 

kewenangan lebih besar kepada PNS daerah, sehingga mereka rentan terhadap 

tekanan elit lokal atau kepentingan pribadi, seperti laporan tahunan tentang dinamika 

pemilu, menunjukkan bahwa antara 2014 hingga 2019, sekitar 20-30% kasus 

pelanggaran etika ASN terkait dengan netralitas politik, dengan sanksi yang 

bervariasi dari teguran hingga pemecatan, namun implementasinya sering tidak 

konsisten karena kurangnya mekanisme verifikasi independen, adanya kerangka 

regulasi yang komprehensif, termasuk kode etik ASN yang diperkuat dengan 

                                                           
5
Aldi Yoga Frasetia, ―Peran Bawaslu Provinsi Riau Terhadap Netralitas Aparatur Sipil 

Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah‖ (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024). 
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pelatihan wajib tentang netralitas, serta sistem pengawasan internal yang melibatkan 

masyarakat sipil untuk memastikan PNS bertindak sebagai agen publik yang netral, 

sehingga mencegah erosi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Namun, 

dassein atau realitas empiris menunjukkan bahwa pelanggaran masih endemik, 

terutama di daerah pedesaan atau dengan tingkat politik tinggi, di mana PNS sering 

kali terlibat dalam kampanye terselubung untuk mempertahankan jabatan atau 

mendapatkan imbalan, bahwa faktor budaya patronase dan kurangnya pendidikan 

politik berkontribusi pada persistensi masalah ini, dengan data dari 

Badan Kepegawaian Negara (BKN).menunjukkan peningkatan laporan pelanggaran 

selama pemilu 2019 mencapai ribuan kasus nasional.
6
 

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menangani 

pelanggaran netralitas PNS menjadi lebih spesifik sebagai lembaga pengawas 

independen yang diberi mandat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa Bawaslu bertugas menginvestigasi dugaan 

pelanggaran oleh aparatur negara, termasuk PNS, melalui proses pengaduan, 

verifikasi bukti, dan rekomendasi sanksi kepada otoritas terkait seperti BKN atau 

kepolisian. Bawaslu sering kali efektif dalam pelanggaran melalui pengawasan 

lapangan dan kerja sama dengan masyarakat, namun terhambat oleh keterbatasan 

sumber daya, seperti jumlah pengawas yang tidak sebanding dengan luas wilayah 

Indonesia, dan tantangan koordinasi antarlembaga yang menyebabkan banyak kasus 

tidak ditindaklanjuti. Bawaslu sebagai entitas yang transparan dan akuntabel, dengan 

protokol investigasi yang standar, penggunaan teknologi digital untuk pengaduan 

real-time, dan kapasitas hukum yang kuat untuk menegakkan sanksi pidana jika 

                                                           
6
Fitri et al., ―Netralitas ASN Dalam Perspektif Regulasi Dan Etika Birokrasi Di Indonesia.‖ 
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diperlukan, sehingga netralitas PNS menjadi bagian integral dari ekosistem pemilu 

yang bersih, mendukung prinsip demokrasi deliberatif di mana aparatur negara tidak 

memihak. Efektivitas Bawaslu sering kali rendah, dengan laporan Bawaslu nasional 

pada 2020 menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% kasus pelanggaran netralitas yang 

diselesaikan dengan sanksi, sisanya berakhir dengan mediasi atau tidak ada tindakan 

karena bukti yang lemah atau intervensi politik, yang menggunakan data survei 

terhadap pengawas Bawaslu di berbagai daerah dan menemukan bahwa faktor seperti 

korupsi internal atau tekanan dari pihak berkuasa lokal mengurangi independensi 

lembaga ini. 

Tingkat kabupaten, khususnya Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan, 

penanganan pelanggaran netralitas oleh PNS melalui Bawaslu Kabupaten Pinrang 

mencerminkan dinamika lokal yang kompleks, di mana geografi kepulauan dan 

budaya politik Bugis-Makassar yang kuat mempengaruhi interaksi antara aparatur 

dan masyarakat. Kabupaten ini, dengan luas wilayah sekitar 1.896 km² dan populasi 

sekitar 352.000 jiwa berdasarkan data BPS 2020, memiliki sejarah pemilu yang 

kompetitif, dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai 80% pada Pemilu 2019, 

namun juga rentan terhadap pelanggaran netralitas karena banyak PNS yang berasal 

dari desa-desa dengan ikatan kekerabatan yang kuat dengan elit politik. menganalisis 

bahwa Bawaslu Pinrang telah menangani puluhan kasus pelanggaran netralitas 

selama siklus pemilu terakhir, termasuk PNS yang menggunakan kendaraan dinas 

untuk kampanye atau terlibat dalam distribusi bantuan sosial partisan, namun 

efektivitasnya terbatas oleh anggaran terbatas (sekitar Rp 2 miliar per tahun) dan 

tenaga pengawas yang hanya 15-20 orang untuk seluruh kabupaten, ini menekankan 

perlunya Bawaslu Pinrang untuk mengadopsi model pengawasan proaktif, seperti 
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program edukasi netralitas di sekolah-sekolah dan desa-desa, integrasi data digital 

untuk monitoring real-time, serta kolaborasi intensif dengan BKN lokal untuk 

membangun mekanisme pencegahan yang kuat, sehingga netralitas PNS di Pinrang 

menjadi teladan bagi daerah lain, mendukung pemilu yang tidak hanya legal tetapi 

juga etis dan inklusif.  

Berdasarkan laporan tahunan Bawaslu Pinrang dan penelitian empiris, 

menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran sering kali lambat dan tidak efektif, 

dengan banyak kasus yang hanya berakhir pada teguran lisan atau tidak ada sanksi 

karena kurangnya koordinasi dengan kepolisian atau bukti yang sulit diperoleh di 

daerah terpencil, sehingga realitas netralitas PNS di Pinrang masih jauh dari ideal, 

dengan risiko terhadap legitimasi pemilu lokal yang dapat memicu konflik sosial, 

sebagaimana terlihat dari insiden pasca-pemilu 2019 di beberapa kecamatan. 

Penelitian ini, dengan demikian, bertujuan untuk menggali lebih dalam aspek-aspek 

ini melalui analisis komparatif antara normatif dan empiris, menggunakan metodologi 

campuran seperti survei terhadap PNS dan pengawas Bawaslu, serta studi kasus 

untuk memberikan rekomendasi yang akurat dan aplikatif guna meningkatkan 

efektivitas penanganan pelanggaran netralitas di Pinrang.
7
             

Keterbukaan Informasi Publik Dalam Negara hukum juga penting untuk 

penelitian ini. Hampir dalam setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari kegiatan 

untuk memperjuangkan diri sendiri dan kelompok masyarakat hingga pelaksanaan 

pemerintahan dalam kehidupan bangsa dan negara, membutuhkan informasi. Konsep 

transparansi dan informasi tidak hanya terkait erat dengan akuntabilitas tetapi juga 

                                                           
7
Dian Ramdhani Hardin, ―Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan 

Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang.‖ (IAIN Parepare, 2022). 
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dengan aturan hukum secara umum. Kedua konsep tersebut dapat dilihat sebagai 

prasyarat yang diperlukan untuk keberhasilan partisipasi masyarakat umum dalam 

kehidupan bangsa dan negara. Kebebasan yang terjamin untuk memperoleh informasi 

dapat mendorong proses demokrasi dengan membuka akses ke informasi kepada 

publik, sehingga masyarakat akan dapat memanfaatkan informasi yang tersedia untuk 

menjadi penting dalam proses pembuatan kebijakan publik, dan dalam 

mengendalikan pemerintah, sehingga monopoli informasi tidak terjadi. 

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Pengungkapan Informasi Publik 

adalah upaya untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik 

untuk mendorong dan meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat untuk 

memberikan masukan dalam pembuatan kebijakan publik. Dalam konsep aturan 

hukum, yang perlu diidealkan adalah hukum, yang kemudian hukum dalam konsep 

negara harus menjadi komandan utama dalam mengatur pola kehidupan bangsa dan 

negara. Tujuan informasi publik di bidang hukum adalah informasi yang dibuat oleh 

lembaga publik yang bertugas mengumumkan produk legal. Ini termasuk sumber 

hukum utama seperti peraturan perundang-undangan (regels) bersama dengan 

peraturan pelaksana, keputusan pejabat administrasi negara (beschickking), keputusan 

pengadilan (vordiks) dan atau keputusan pengadilan yang telah menjadi 

yurisprudensi, dan aturan kebijakan (beleids- regels). Dengan konsep aturan hukum 

yang telah diklarifikasi dengan adanya beberapa perkembangan mengenai aturan 

hukum, maka Undang-Undang No.14 / 2008 tentang Pengungkap Informasi Publik, 

adalah cara untuk merangkul kesopanan negara dalam menjamin hak asasi manusia, 

baik dalam kelompok, maupun individu.
8
 

                                                           
8
Hasanuddin Hasim, ―Keterbukaan Informasi Publik Dalam Negara Hukum,‖ Al-’Adl 11, no. 

2 (2018): 89–102. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang  masalah, peneliti merumuskan rumusan masalah    

sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi penanganan netralitas PNS pada pilkada 2024 di 

kabupaten pinrang? 

2. Bagaimana efektivitas penanganan pelanggaran netralisasi oleh PNS di bawaslu 

kabupaten pinrang? 

3. Bagaimana analisis siyasah syar‘iyah terhadap penanganan netralitas PNS di 

bawaslu kabupaten pinrang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana implementasi penanganan netralitas PNS pada 

pilkada 2024 di kabupaten pinrang 

2. Untuk Mengetahui Bagaimana efektivitas penanganan pelanggaran netralisasi 

oleh PNS di bawaslu kabupaten pinrang 

3. Untuk Mengetahui Bagaimana analisis siyasah syar‘iyah terhadap penanganan 

netralitas PNS di bawaslu kabupaten pinrang 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan 

ilmu hukum administrasi dan hukum kepegawaian di Indonesia, terutama dalam 

hal penerapan mekanisme penegakan disiplin ASN. Selain itu, penelitian ini dapat 

memperkaya wacana akademik mengenai hukum progresif dan penerapannya 



10 

 

 

 

dalam konteks birokrasi modern. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan kajian dan bahan analisis mengenai Efektivitas Penanganan 

Pelanggaran Netralitas Oleh Pegawai Negari Sipil Di Bawaslu Kabupaten Pinrang                                                                                                  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi 

pemerintah. Bawaslu dalam memperkuat sistem pengawasan serta mengefektifkan 

mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas PNS. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dalam 

merumuskan peraturan yang lebih komprehensif mengenai pemeriksaan disiplin 

PNS mencegah pelanggaran Netralitas. Dan Dapat di jadikan acuan agar Bawaslu 

Kabupaten Pinrang lebih meningkatkan upaya hukum pada netralitas untuk 

mencegah pelanggaran Netralitas Oleh Pegawai Negari Sipil 

3. Manfaat bagi Masyarakat 

Penelitian ini juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, 

terutama masyarakat Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang pentingnya netralitas PNS dalam proses demokrasi, 

serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pilkada. 

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan edukasi bagi PNS, masyarakat, dan 

lembaga pengawas untuk memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran 

netralitas. Dengan demikian, penelitian ini turut berkontribusi dalam membangun 

budaya demokrasi yang sehat dan transparan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Pada tahap ini, akan dilakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terkait 

yang relevan dengan penelitian. Tinjauan ini akan membantu untuk memahami 

penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam konteks yang serupa 

atau terkait dengan objek penelitian Peneliti. Beberapa penelitian yang relevan dan 

berhubungan dengan penelitian Peneliti dapat meliputi: 

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Irwansyah Irwan dari Universitas 

Muhammadiyah Sidenreng Rappang dengan judul Peran Bawaslu Dalam 

Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada 2024 di Kabupaten 

Pinrang Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama dilakukan di 

Bawaslu Kabupaten Pinrang, sama-sama meneliti pada konteks Pilkada 2024 di 

Kabupaten Pinrang, dan sama-sama fokus pada peran Bawaslu dalam mengawasi 

netralitas ASN. Kedua penelitian juga sama-sama mengidentifikasi hambatan dan 

strategi pengawasan netralitas ASN yang memengaruhi efektivitas Bawaslu 

dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perbedaan utamanya adalah penelitian 

Irwansyah lebih menekankan pada peran Bawaslu secara umum dalam 

pengawasan sedangkan penelitian Penulis lebih spesifik pada efektivitas 

penanganan setelah pelanggaran terjadi. Penelitian Irwansyah juga lebih fokus 

pada aspek pengawasan preventif selama tahapan Pilkadal sedangkan penelitian 

Penulis lebih pada aspek penindakan dan penanganan kasus yang sudah terlapor.9 

2.  Penelitian kedua dilakukan oleh Dripsy Teresa Pugon Sapni, Dani Robert 

                                                           
9
Irwansyah Irwan et al., ―Peran Bawaslu Dalam Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara 

Pada Pilkada 2024 Di Kabupaten Pinrang,‖ Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik 7, no. 2 (2025): 

35–43. 
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Pinasang, Donna Okthalia Setiabudhi dari universitas  Universitas Negeri Sam 

Ratulangi dengan judul penelitian Penegakan Hukum terhadap Netralitas 

Aparatur Sipil Negara pada Pelanggaran Netralitas PNS. Penelitian ini memiliki 

persamaan dengan penelitian Penulis yaitu sama-sama meneliti penegakan 

hukum terhadap netralitas ASN, sama-sama membahas penjatuhan hukuman 

atas pelanggaran netralitas PNS, dan sama-sama menggunakan PP Nomor 94 

Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai landasan regulasi. 

Penelitian juga sama-sama mengidentifikasi masalah dalam penjatuhan 

hukuman atas pelanggaran netralitas PNS sebagai tantangan utama. Persamaan 

lainnya adalah kedua penelitian sama-sama meneliti aspek yuridis dari 

penegakan netralitas ASN. Perbedaannya adalah penelitian ini lebih bersifat 

normatif yuridis terhadap regulasi sedangkan penelitian Anda lebih empiris 

pada implementasi penanganan di Bawaslu Kabupaten Pinrang. Penelitian ini 

juga tidak terikat pada lokasi Bawaslu tertentu sedangkan penelitian Anda 

spesifik pada Bawaslu Pinrang. Selain itu, penelitian ini dilakukan di 

Universitas Negeri Sam Ratulangi Sulawesi Utara dengan konteks geografis 

yang berbeda sedangkan penelitian Anda di Sulawesi Selatan di mana Pinrang 

memiliki kasus pelanggaran netralitas ASN terbanyak.10 

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Juswadi, Muh. Halwan, Muh. Rusli dari 

Universitas Bosowa Makassar dengan judul penelitian Fungsi Pengawasan 

Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada 

Pemilihan Wali Kota Makassar Tahun 2024 Penelitian ini memiliki persamaan 

dengan penelitian Penulis yaitu sama-sama meneliti efektivitas penegakan 

netralitas ASN oleh Bawaslu pada Pilkada 2024, sama-sama menggunakan 

lokasi di Sulawesi Selatan, dan sama-sama menemukan bahwa kewenangan 

                                                           
10

Risna Wendy Wiraganti, Aji Santoso, and Ajeng Hijriatul Aulia, ―Analisis Politisasi 

Birokrasi Daerah Terhadap Netralitas Kinerja Aparatur Sipil Negara: Analisis Politisasi Birokrasi 

Daerah Terhadap Netralitas Kinerja Aparatur Sipil Negara,‖ Mendapo: Journal of Administrative Law 

6, no. 1 (2025). 
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Bawaslu bersifat rekomendatif kepada BKN bukan bersifat eksekutor, 

penelitian ini juga sama-sama mengidentifikasi faktor penghambat seperti 

keterbatasan sumber daya, kewenangan yang terbatas, dan rendahnya kesadaran 

netralitas ASN. Perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan di Kota Makassar 

dengan objek Pemilihan Wali Kota Makassar sedangkan penelitian penulis di 

Kabupaten Pinrang dengan objek Pilkada Kabupaten Pinrang. Penelitian 

Makassar juga lebih menekankan pada fungsi pengawasan preventif dan kuratif 

sedangkan penelitian Anda lebih fokus pada efektivitas penanganan setelah 

pelanggaran terjadi. 11 

B. Tinjauan Teori 

Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang 

didukung oleh data dan argumentasi (Departemen Pendidikan Nasional). Adapun 

fungsi teori yaitu teori merupakan alat untuk mencapai satuan pengetahuan yang 

sistematis dan teori membimbing penelitian
.
 Dalam menganalisis permasalahan yang 

akan diteliti penulis menggunakan teori sebagai berikut. 

1. Teori Demokrasi  

Teori Demokrasi Partisipatif dalam konteks Indonesia sebagaimana 

dijelaskan oleh Prof. Dr. Miriam Budiardjo berangkat dari pemahaman bahwa 

demokrasi tidak semata-mata dimaknai sebagai prosedur pemilihan umum atau 

pergantian kekuasaan secara periodik, melainkan sebagai suatu sistem politik yang 

memberikan ruang seluas-luasnya kepada rakyat untuk terlibat dalam proses 

pengambilan keputusan publik. Dalam karya-karyanya, khususnya dalam *Dasar-

Dasar Ilmu Politik*, Miriam Budiardjo menegaskan bahwa demokrasi pada 
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Juswadi, Muh. Halwan, Muh. Rusli, ―Fungsi Pengawasan Bawaslu Dalam Penanganan 

Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Wali Kota Makassar Tahun 2024‖ 

Journal of Golden Generation Legal Science, vol.2, (2026) 
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hakikatnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan demokrasi modern tidak mungkin 

sepenuhnya dijalankan secara langsung sebagaimana pada polis Yunani kuno, 

melainkan melalui sistem perwakilan yang tetap membuka ruang partisipasi publik 

secara aktif dan berkelanjutan.
12

 

Menurut Miriam Budiardjo, demokrasi partisipatif merupakan 

pengembangan dari demokrasi perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan, rakyat 

menyerahkan kedaulatannya kepada wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan 

umum. Akan tetapi, jika partisipasi rakyat berhenti pada saat pencoblosan saja, 

maka demokrasi menjadi sempit dan prosedural. Oleh karena itu, demokrasi 

partisipatif menuntut keterlibatan rakyat secara aktif tidak hanya dalam memilih 

wakil, tetapi juga dalam mengawasi, memberi masukan, menyampaikan aspirasi, 

serta turut serta dalam proses perumusan kebijakan publik. Dengan demikian, 

demokrasi partisipatif memperkuat akuntabilitas dan responsivitas pemerintah 

terhadap kebutuhan masyarakat. 

Konteks Indonesia, teori demokrasi partisipatif ini memiliki relevansi yang 

sangat kuat karena secara konstitusional kedaulatan berada di tangan rakyat 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa rakyat bukan 

sekadar objek kebijakan, tetapi subjek utama dalam sistem ketatanegaraan. Miriam 

Budiardjo melihat bahwa demokrasi Indonesia harus bertumpu pada partisipasi 

rakyat yang aktif dan sadar, karena tanpa partisipasi yang bermakna, demokrasi 
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S H Dedi Dores, Demokrasi Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka (Cipta Media 
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akan cenderung dikuasai oleh elite politik dan kehilangan esensi kerakyatannya.
13

 

Penjelasan Miriam Budiardjo mengenai demokrasi partisipatif juga 

berkaitan erat dengan konsep budaya politik. Ia membedakan antara budaya politik 

partisipan, subjek, dan parokial. Dalam budaya politik partisipan, warga negara 

memiliki kesadaran tinggi terhadap sistem politik dan merasa memiliki tanggung 

jawab untuk terlibat di dalamnya. Demokrasi partisipatif hanya dapat berkembang 

apabila masyarakat memiliki budaya politik partisipan, yaitu sikap kritis, 

kesadaran hukum, serta keberanian menyampaikan aspirasi secara konstruktif. 

Tanpa budaya politik yang mendukung, partisipasi dapat berubah menjadi 

apatisme atau bahkan manipulasi oleh kelompok tertentu. 

Mekanisme demokrasi partisipatif dalam perspektif Miriam Budiardjo 

tidak terlepas dari instrumen-instrumen formal dan informal. Secara formal, 

partisipasi diwujudkan melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, 

pembentukan partai politik, kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta 

keberadaan lembaga perwakilan seperti DPR dan DPRD. Pemilu menjadi pintu 

masuk utama partisipasi rakyat dalam menentukan arah pemerintahan. Namun, 

partisipasi tidak berhenti pada pemilu. Rakyat harus tetap memiliki akses untuk 

menyampaikan aspirasi melalui mekanisme dengar pendapat, petisi, forum publik, 

musyawarah perencanaan pembangunan, serta pengawasan terhadap kinerja 

pemerintah. 

Mekanisme formal, Miriam Budiardjo juga menekankan pentingnya 

mekanisme informal seperti diskusi publik, peran organisasi kemasyarakatan, 
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Eko Rinaldo Damanik, Thea Farina, and Satriya Nugraha, ―Krisis Partisipasi Publik Dalam 
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lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan kelompok kepentingan. 

Organisasi-organisasi ini menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Melalui 

kelompok kepentingan, aspirasi masyarakat dapat diartikulasikan secara lebih 

terstruktur dan terorganisir. Media massa berfungsi sebagai sarana kontrol sosial 

dan ruang publik untuk membangun opini serta memperkuat transparansi. Dalam 

demokrasi partisipatif, kebebasan pers menjadi prasyarat mutlak karena tanpa 

informasi yang terbuka, rakyat tidak dapat berpartisipasi secara rasional.
14

 

Praktik ketatanegaraan Indonesia, mekanisme demokrasi partisipatif juga 

terlihat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Desentralisasi memberikan ruang yang 

lebih luas bagi masyarakat di daerah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan 

yang menyangkut kepentingan lokal. Miriam Budiardjo memandang bahwa 

desentralisasi dapat memperkuat demokrasi partisipatif karena jarak antara 

pengambil keputusan dan masyarakat menjadi lebih dekat, sehingga kontrol sosial 

lebih efektif. Forum musyawarah di tingkat desa, partisipasi dalam penyusunan 

peraturan daerah, serta pengawasan terhadap anggaran daerah merupakan wujud 

konkret dari partisipasi tersebut. 

Mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan juga 

merupakan bagian dari demokrasi partisipatif. Rakyat tidak hanya berpartisipasi 

secara langsung, tetapi juga melalui lembaga-lembaga negara yang saling 

mengawasi. Dalam sistem demokrasi konstitusional, kekuasaan dibatasi oleh 

hukum. Oleh karena itu, supremasi hukum menjadi elemen penting dalam 

memastikan bahwa partisipasi rakyat tidak disalahgunakan dan bahwa pemerintah 
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tetap bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Partisipasi yang efektif 

hanya dapat berlangsung dalam kerangka negara hukum yang menjamin 

kebebasan dan hak-hak sipil.
15

 

Perspektif teoritisnya, demokrasi partisipatif di Indonesia juga harus 

diselaraskan dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Indonesia bukanlah 

demokrasi liberal yang individualistik, melainkan demokrasi yang berlandaskan 

musyawarah dan gotong royong. Oleh karena itu, partisipasi tidak semata-mata 

diwujudkan melalui kompetisi politik, tetapi juga melalui dialog, konsensus, dan 

penghormatan terhadap keberagaman. Miriam Budiardjo memandang bahwa 

demokrasi Indonesia mameluke ciri khas tersendiri yang menekankan 

keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. 

Teori demokrasi partisipatif menurut Prof. Dr. Miriam Budiardjo 

menempatkan rakyat sebagai aktor utama dalam sistem politik yang tidak hanya 

berperan pada saat pemilihan umum, tetapi juga dalam proses pengawasan, 

perumusan, dan evaluasi kebijakan publik secara berkelanjutan. Mekanismenya 

berjalan melalui institusi formal seperti pemilu, partai politik, dan lembaga 

perwakilan, serta melalui saluran informal seperti organisasi masyarakat, media, 

dan forum publik. Demokrasi partisipatif yang ideal mensyaratkan budaya politik 

partisipan, supremasi hukum, kebebasan sipil, pendidikan politik yang memadai, 

serta komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Dalam kerangka inilah demokrasi 

Indonesia dapat berkembang secara substantif, tidak hanya prosedural, dan benar-

benar mencerminkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam 
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konstitusi. 

Pemikiran Prof. Dr. Miriam Budiardjo, demokrasi partisipatif tidak dapat 

dipisahkan dari persoalan legitimasi kekuasaan. Kekuasaan negara hanya dapat 

dianggap sah apabila lahir dari kehendak rakyat dan dijalankan untuk kepentingan 

rakyat. Partisipasi publik menjadi sumber utama legitimasi tersebut. Ketika rakyat 

dilibatkan secara aktif dalam proses politik, maka kebijakan yang dihasilkan tidak 

hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga memiliki dasar sosiologis dan moral. 

Inilah yang membedakan demokrasi partisipatif dengan demokrasi prosedural 

yang hanya menekankan aspek formal seperti pemilu lima tahunan tanpa 

keterlibatan berkelanjutan dari masyarakat.
16

 

Miriam Budiardjo memandang bahwa partisipasi politik mencakup 

berbagai bentuk tindakan warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan 

keputusan politik. Partisipasi tersebut tidak selalu harus bersifat langsung atau 

konfrontatif, tetapi dapat berupa keterlibatan yang terinstitusionalisasi dan 

konstruktif. Dalam konteks Indonesia, bentuk partisipasi ini mencakup 

keikutsertaan dalam perencanaan pembangunan, penyampaian aspirasi kepada 

wakil rakyat, keterlibatan dalam organisasi sosial dan politik, serta pengawasan 

terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, demokrasi 

partisipatif menuntut adanya ruang publik yang terbuka dan akses yang setara bagi 

seluruh warga negara. 

Kerangka sistem politik Indonesia, demokrasi partisipatif juga berkaitan 

erat dengan prinsip keterbukaan (transparansi) dan akuntabilitas. Miriam 
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Budiardjo berpandangan bahwa partisipasi rakyat hanya dapat berlangsung secara 

efektif apabila pemerintah bersikap terbuka terhadap informasi publik. Tanpa 

transparansi, rakyat tidak memiliki dasar yang cukup untuk menilai kebijakan 

pemerintah atau menyampaikan kritik yang rasional.
17

 Oleh karena itu, 

keterbukaan informasi publik menjadi prasyarat utama bagi tumbuhnya partisipasi 

politik yang bermakna. Akuntabilitas kemudian menjadi konsekuensi logis dari 

partisipasi tersebut, karena pejabat publik harus mempertanggungjawabkan 

kebijakannya kepada rakyat. 

Demokrasi Indonesia pascareformasi, gagasan demokrasi partisipatif yang 

dijelaskan oleh Miriam Budiardjo tercermin dalam berbagai instrumen hukum dan 

kebijakan. Misalnya, adanya jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul, 

keterlibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, serta 

mekanisme partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan nasional dan 

daerah. Partisipasi ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak lagi dipahami secara 

elitis, melainkan sebagai proses yang melibatkan rakyat secara langsung dan 

berkelanjutan dalam kehidupan bernegara.
18

 

Miriam Budiardjo juga mengingatkan bahwa demokrasi partisipatif 

memiliki tantangan yang tidak kecil. Salah satu tantangan utama adalah 

ketimpangan akses partisipasi. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki 

sumber daya, pendidikan, dan informasi yang sama untuk berpartisipasi secara 

efektif. Akibatnya, partisipasi sering kali didominasi oleh kelompok tertentu yang 
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lebih terdidik dan memiliki kekuatan ekonomi atau politik. Kondisi ini berpotensi 

menciptakan ketidakadilan baru dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, negara 

memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan 

partisipasi yang inklusif dan setara. 

Kaitannya dengan hukum dan konstitusi, demokrasi partisipatif menurut 

Miriam Budiardjo harus beroperasi dalam kerangka negara hukum. Partisipasi 

rakyat tidak boleh bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan 

perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat dan berkumpul harus 

dijalankan secara bertanggung jawab dan menghormati hak orang lain. Negara 

berkewajiban menjamin kebebasan tersebut sekaligus menegakkan hukum untuk 

mencegah terjadinya anarki atau penyalahgunaan kebebasan. 

Teori demokrasi partisipatif menurut Prof. Dr. Miriam Budiardjo bukan 

hanya konsep normatif, tetapi juga kerangka analitis untuk menilai kualitas 

demokrasi Indonesia. Demokrasi dinilai tidak hanya dari keberadaan pemilu dan 

lembaga perwakilan, tetapi dari sejauh mana rakyat benar-benar dilibatkan dalam 

proses politik secara sadar, bebas, dan bertanggung jawab. Semakin luas, inklusif, 

dan bermakna partisipasi rakyat, semakin kuat pula fondasi demokrasi Indonesia.  

2. Teori Pemilu  

Teori Pemilu Berintegritas yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Ramlan 

Surbakti berangkat dari pemahaman bahwa pemilihan umum bukan sekadar 

prosedur rutin untuk memilih pemimpin, melainkan merupakan instrumen utama 

demokrasi yang menentukan kualitas legitimasi kekuasaan politik. Pemilu yang 

berintegritas menjadi fondasi bagi terbentuknya pemerintahan yang sah, dipercaya 

publik, dan mampu menjalankan kekuasaan secara akuntabel. Oleh karena itu, 
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integritas pemilu tidak hanya menyangkut aspek teknis penyelenggaraan, tetapi 

juga mencakup dimensi etik, hukum, kelembagaan, dan budaya politik yang saling 

berkaitan secara sistemik.
19

 

Menurut Ramlan Surbakti, pemilu berintegritas adalah pemilu yang 

diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi universal, seperti 

kebebasan, keadilan, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, yang dilaksanakan 

secara konsisten dalam seluruh tahapan pemilu. Integritas pemilu tidak dapat 

dipahami secara parsial atau hanya dilihat dari hasil akhir pemilu, melainkan harus 

dinilai dari keseluruhan proses sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan 

hasil dan penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, pemilu yang hasilnya diterima 

masyarakat belum tentu berintegritas apabila prosesnya mengandung pelanggaran 

serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi.
20

 

Ramlan Surbakti menekankan bahwa integritas pemilu sangat erat 

kaitannya dengan konsep kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan sarana utama 

perwujudan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Apabila pemilu 

diselenggarakan secara tidak jujur dan tidak adil, maka kehendak rakyat akan 

terdistorsi, sehingga kekuasaan yang dihasilkan kehilangan legitimasi 

demokratisnya. Oleh sebab itu, pemilu berintegritas menjadi prasyarat mutlak bagi 

demokrasi yang substantif, bukan sekadar demokrasi prosedural. 

Konteks Indonesia, teori pemilu berintegritas memiliki relevansi yang 

sangat kuat mengingat pengalaman historis pemilu yang pernah berlangsung 
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20
Utang Rosidin, Uu Nurul Huda, and Burhanuddin Burhanuddin, ―Penanganan Tindak 

Lanjut Temuan Dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas,‖ 2021. 



22 

 

 

 

dalam berbagai rezim politik. Ramlan Surbakti melihat bahwa pada masa 

otoritarianisme, pemilu cenderung dijadikan alat legitimasi kekuasaan semata, 

bukan sebagai mekanisme kompetisi yang adil. Reformasi politik kemudian 

membuka ruang bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis, namun 

tantangan terhadap integritas pemilu tetap ada, baik dalam bentuk pelanggaran 

administratif, pelanggaran etik, maupun kejahatan pemilu yang bersifat sistematis. 

Secara konseptual, pemilu berintegritas menurut Ramlan Surbakti 

mensyaratkan adanya kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan adil. Hukum 

pemilu harus menjamin kesetaraan hak politik bagi seluruh warga negara, baik 

sebagai pemilih maupun sebagai peserta pemilu. Peraturan pemilu tidak boleh 

dirancang untuk menguntungkan pihak tertentu, melainkan harus menciptakan 

arena kompetisi yang setara. Kepastian hukum menjadi kunci utama agar seluruh 

aktor pemilu memahami hak, kewajiban, serta batas-batas tindakan mereka dalam 

proses pemilu. 

Mekanisme pemilu berintegritas juga menuntut keberadaan lembaga 

penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas tinggi. 

Ramlan Surbakti menegaskan bahwa penyelenggara pemilu harus bebas dari 

intervensi kekuasaan politik maupun kepentingan peserta pemilu. Independensi ini 

tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga personal, yang tercermin dari sikap, 

perilaku, dan keputusan penyelenggara pemilu. Profesionalisme penyelenggara 

diwujudkan melalui kompetensi teknis, kepatuhan terhadap hukum, serta 

kemampuan mengelola pemilu secara efektif dan efisien.
21
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Teori pemilu berintegritas juga menekankan pentingnya keadilan pemilu. 

Keadilan pemilu tidak hanya berarti perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu, 

tetapi juga mencakup adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, 

dan tidak memihak. Setiap pelanggaran pemilu harus ditangani secara serius 

melalui prosedur hukum yang jelas, sehingga tidak menimbulkan impunitas. 

Penegakan hukum pemilu yang tegas menjadi indikator penting dari integritas 

pemilu, karena tanpa sanksi yang efektif, pelanggaran akan terus berulang dan 

merusak kepercayaan publik.
22

 

Perspektif Ramlan Surbakti, pemilu berintegritas juga sangat ditentukan 

oleh kualitas peserta pemilu dan perilaku aktor politik. Partai politik dan kandidat 

memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mematuhi aturan pemilu serta 

menjunjung tinggi etika demokrasi. Praktik-praktik seperti politik uang, 

manipulasi suara, penyalahgunaan fasilitas negara, dan kampanye hitam 

merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap integritas pemilu. Oleh karena itu, 

integritas pemilu tidak hanya bergantung pada penyelenggara dan aturan, tetapi 

juga pada komitmen etis seluruh aktor politik yang terlibat.
23

 

Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen kunci dalam teori pemilu 

berintegritas. Pemilu yang berintegritas bukan hanya pemilu yang diselenggarakan 

dengan baik oleh negara, tetapi juga pemilu yang melibatkan rakyat secara aktif 

dan sadar. Partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak 

pilih, tetapi juga melalui pengawasan pemilu, pelaporan pelanggaran, serta 
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keterlibatan dalam pendidikan pemilih. Ramlan Surbakti melihat bahwa 

masyarakat yang aktif dan kritis merupakan benteng utama dalam menjaga 

integritas pemilu dari berbagai bentuk kecurangan. 

Negara hukum, pemilu berintegritas harus dilaksanakan berdasarkan 

prinsip supremasi hukum. Semua pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun 

pemilih, tunduk pada hukum yang berlaku. Tidak boleh ada pihak yang kebal 

hukum dalam proses pemilu. Penegakan hukum yang konsisten dan tidak 

diskriminatif menjadi syarat mutlak agar pemilu dapat berjalan secara berintegritas 

dan menghasilkan legitimasi yang kuat. 

Teori pemilu berintegritas menurut Prof. Dr. Ramlan Surbakti 

menempatkan pemilu sebagai proses demokrasi yang kompleks dan 

multidimensional. Integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh satu aspek 

tertentu, melainkan oleh keterpaduan antara kerangka hukum yang adil, 

penyelenggara yang independen dan profesional, penegakan hukum yang efektif, 

partisipasi masyarakat yang aktif, serta perilaku etis para aktor politik. Pemilu 

berintegritas pada akhirnya bertujuan untuk memastikan bahwa kehendak rakyat 

benar-benar terwujud dalam pembentukan kekuasaan politik, sehingga demokrasi 

dapat berjalan secara substansial dan berkelanjutan.
24

 

Ramlan Surbakti menegaskan bahwa integritas pemilu harus dinilai 

berdasarkan prinsip electoral integrity, yaitu sejauh mana seluruh tahapan pemilu 

menjamin kebebasan pemilih untuk menentukan pilihan politiknya tanpa tekanan, 

manipulasi, atau intimidasi. Kebebasan ini mencakup kebebasan untuk memilih 
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maupun tidak memilih, kebebasan untuk memperoleh informasi politik yang 

benar, serta kebebasan untuk mengekspresikan preferensi politik secara aman. 

Dalam konteks ini, pemilu tidak boleh berlangsung dalam situasi ketakutan atau 

ketimpangan kekuasaan yang merugikan pemilih. 

Pemilu berintegritas mensyaratkan adanya kesetaraan politik (political 

equality). Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa setiap warga negara harus 

memiliki bobot suara yang sama dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi 

dalam kompetisi politik. Kesetaraan ini tidak hanya berkaitan dengan prinsip satu 

orang satu suara, tetapi juga menyangkut keadilan dalam akses terhadap 

pencalonan, kampanye, dan media. Apabila terdapat peserta pemilu yang 

memperoleh keuntungan tidak sah, misalnya melalui penyalahgunaan sumber daya 

negara atau dukungan aparatur pemerintahan, maka prinsip kesetaraan telah 

dilanggar dan integritas pemilu menjadi rusak. 

Kerangka mekanisme, Ramlan Surbakti menekankan pentingnya integritas 

sejak tahap pra-pemilu. Tahap ini meliputi perumusan regulasi pemilu, penataan 

daerah pemilihan, pendaftaran pemilih, dan pencalonan peserta pemilu. Regulasi 

pemilu harus dirancang secara inklusif, rasional, dan tidak diskriminatif. Daftar 

pemilih harus akurat dan mutakhir agar tidak terjadi penghilangan hak pilih atau 

pemilih ganda. Proses pencalonan harus menjamin keterbukaan dan persaingan 

yang adil, bukan menjadi alat seleksi elitis yang menghambat hak politik warga 

negara. 

Tahap pelaksanaan pemilu, integritas diuji melalui penyelenggaraan 

kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Ramlan Surbakti 

menekankan bahwa kampanye harus berlangsung secara adil dan beretika, tanpa 
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politik uang, ujaran kebencian, atau penyalahgunaan fasilitas negara. Pemungutan 

suara harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

sebagai prinsip fundamental pemilu demokratis. Penghitungan suara harus 

dilakukan secara transparan dan dapat diverifikasi, sehingga hasilnya dapat 

dipercaya oleh peserta pemilu dan masyarakat luas. 

Tahap pasca-pemilu juga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas 

pemilu. Ramlan Surbakti berpandangan bahwa penetapan hasil pemilu harus 

disertai dengan mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa yang efektif. 

Sengketa pemilu harus diselesaikan melalui lembaga yang independen dan 

berwenang, dengan prosedur yang adil dan berbasis bukti. Penyelesaian sengketa 

yang tidak adil atau politis akan merusak legitimasi hasil pemilu, meskipun proses 

sebelumnya berjalan relatif baik.
25

 

Ramlan Surbakti juga mengaitkan pemilu berintegritas dengan efektivitas 

penegakan hukum pemilu. Hukum pemilu tidak boleh berhenti sebagai norma 

tertulis, tetapi harus ditegakkan secara konsisten dan tidak tebang pilih. 

Pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administratif, etik, maupun pidana, harus 

ditindak secara tegas agar menimbulkan efek jera. Penegakan hukum yang lemah 

akan mendorong normalisasi pelanggaran dan merusak integritas pemilu secara 

struktural. 

Perspektif sosiopolitik, Ramlan Surbakti menekankan peran masyarakat 

sipil dan pemilih rasional dalam menjaga integritas pemilu. Masyarakat yang 

kritis, berpendidikan politik, dan berani melaporkan pelanggaran merupakan faktor 
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penentu keberhasilan pemilu berintegritas. Partisipasi publik dalam pengawasan 

pemilu tidak hanya memperkuat kontrol terhadap penyelenggara dan peserta 

pemilu, tetapi juga membangun budaya demokrasi yang berlandaskan kejujuran 

dan tanggung jawab. 

Ramlan Surbakti melihat bahwa pemilu berintegritas tidak dapat 

dilepaskan dari kualitas sistem politik secara keseluruhan. Sistem kepartaian yang 

oligarkis, pendanaan politik yang tidak transparan, serta lemahnya etika politik 

akan terus menjadi ancaman terhadap integritas pemilu. Oleh karena itu, pemilu 

berintegritas harus dipahami sebagai bagian dari agenda reformasi demokrasi yang 

lebih luas, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri. 

Konteks Indonesia, teori pemilu berintegritas Ramlan Surbakti menjadi 

kerangka analisis penting untuk menilai sejauh mana pemilu benar-benar 

mencerminkan kehendak rakyat. Pemilu yang hanya memenuhi syarat prosedural 

tetapi sarat dengan pelanggaran etik dan ketidakadilan substantif tidak dapat 

dikategorikan sebagai pemilu berintegritas. Sebaliknya, pemilu berintegritas 

adalah pemilu yang proses dan hasilnya dapat diterima secara rasional oleh publik 

karena diselenggarakan berdasarkan hukum, etika, dan prinsip demokrasi. 

Pemilu berintegritas menurut Prof. Dr. Ramlan Surbakti merupakan pemilu 

yang menjamin kebebasan, kesetaraan, keadilan, dan kejujuran dalam seluruh 

tahapan penyelenggaraan, didukung oleh penyelenggara yang independen dan 

berintegritas, penegakan hukum yang efektif, serta partisipasi masyarakat yang 

aktif dan kritis. Konsep ini menjadi tolok ukur utama kualitas demokrasi dan 

legitimasi kekuasaan dalam negara hukum demokratis seperti Indonesia.
26
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3. Teori Efektivitas Hukum  

Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soerjono 

Soekanto berangkat dari pemikiran bahwa keberadaan hukum tidak cukup hanya 

diukur dari ada atau tidaknya aturan tertulis, melainkan dari sejauh mana hukum 

tersebut benar-benar berfungsi dan bekerja dalam kehidupan masyarakat. Hukum 

dikatakan efektif apabila norma hukum yang ditetapkan mampu memengaruhi 

perilaku manusia sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, 

efektivitas hukum berkaitan langsung dengan realitas sosial dan tidak dapat 

dilepaskan dari konteks masyarakat tempat hukum itu berlaku.
27

 

Soerjono Soekanto memandang hukum sebagai suatu sistem sosial yang 

berinteraksi dengan sistem-sistem sosial lainnya, seperti sistem politik, ekonomi, 

budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas 

hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi 

juga oleh berbagai faktor non-yuridis yang memengaruhi pelaksanaan dan 

penerimaan hukum tersebut. Hukum yang baik secara normatif belum tentu efektif 

apabila tidak didukung oleh kondisi sosial yang memadai. 

Kerangka teoritisnya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas 

hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. 

Kepatuhan ini tidak selalu lahir dari kesadaran hukum yang tinggi, tetapi sering 

kali juga dipengaruhi oleh adanya sanksi dan kekuasaan negara. Namun, hukum 

yang hanya ditaati karena rasa takut terhadap sanksi cenderung rapuh dan tidak 

berkelanjutan. Oleh sebab itu, efektivitas hukum yang ideal adalah ketika 
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masyarakat mematuhi hukum karena meyakini bahwa hukum tersebut adil, 

bermanfaat, dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. 

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto secara sistematis menjelaskan 

bahwa terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi efektif atau tidaknya 

suatu hukum dalam masyarakat. Faktor pertama adalah hukum itu sendiri, yakni 

kualitas norma hukum yang berlaku. Norma hukum harus dirumuskan secara jelas, 

tegas, konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir. Apabila aturan hukum kabur 

atau saling bertentangan, maka pelaksanaannya akan mengalami hambatan dan 

menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks ini, efektivitas hukum sangat 

ditentukan oleh kemampuan pembentuk undang-undang dalam merumuskan 

aturan yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
28

 

Faktor kedua adalah aparat penegak hukum. Menurut Soerjono Soekanto, 

hukum tidak akan efektif apabila penegak hukumnya tidak profesional, tidak 

berintegritas, atau tidak konsisten dalam menerapkan hukum. Aparat penegak 

hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan aparatur pemerintah, memiliki peran 

sentral dalam menjembatani norma hukum dengan kenyataan sosial. Ketika aparat 

penegak hukum bertindak diskriminatif, koruptif, atau tidak tegas, maka hukum 

akan kehilangan wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan 

menurun. 

Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 

hukum. Soerjono Soekanto menekankan bahwa penegakan hukum memerlukan 

dukungan infrastruktur, sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi yang 
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memadai. Tanpa sarana yang cukup, aparat penegak hukum tidak akan mampu 

melaksanakan tugasnya secara optimal. Keterbatasan fasilitas sering kali menjadi 

penyebab utama lemahnya penegakan hukum, terutama di daerah-daerah yang 

minim akses dan sumber daya. 

Faktor keempat adalah masyarakat sebagai subjek hukum. Efektivitas 

hukum sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran 

hukum mencakup pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap isi hukum, 

sikap menghargai hukum, dan pola perilaku yang sesuai dengan hukum. Apabila 

masyarakat tidak memahami hukum atau memandang hukum sebagai sesuatu yang 

tidak adil dan tidak relevan, maka kepatuhan terhadap hukum akan rendah. Dalam 

kondisi seperti ini, hukum sulit berfungsi secara efektif meskipun telah ditegakkan 

secara formal. 

Faktor kelima adalah kebudayaan hukum. Soerjono Soekanto memandang 

kebudayaan hukum sebagai nilai-nilai, pandangan hidup, dan pola pikir 

masyarakat terhadap hukum. Kebudayaan hukum menentukan bagaimana 

masyarakat memaknai hukum, apakah sebagai alat keadilan atau sekadar 

instrumen kekuasaan. Apabila kebudayaan hukum masyarakat masih permisif 

terhadap pelanggaran hukum atau menganggap hukum dapat dinegosiasikan, maka 

efektivitas hukum akan sangat rendah. Sebaliknya, budaya hukum yang 

menghargai kejujuran, keadilan, dan kepastian hukum akan memperkuat 

efektivitas hukum. 

Mekanisme efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bekerja melalui 

hubungan timbal balik antara kelima faktor tersebut. Norma hukum yang baik 

harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berintegritas dan didukung 



31 

 

 

 

oleh sarana yang memadai. Pelaksanaan hukum tersebut kemudian diterima atau 

ditolak oleh masyarakat berdasarkan tingkat kesadaran dan kebudayaan 

hukumnya. Apabila terjadi ketidakseimbangan pada salah satu faktor, maka 

efektivitas hukum secara keseluruhan akan terganggu.
29

 

Konteks negara hukum seperti Indonesia, teori efektivitas hukum Soerjono 

Soekanto memiliki relevansi yang sangat kuat. Banyak peraturan perundang-

undangan yang secara normatif sudah baik, tetapi dalam praktiknya belum efektif 

karena lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, atau 

tidak adanya dukungan fasilitas yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa 

pembaruan hukum tidak cukup dilakukan melalui pembentukan undang-undang, 

tetapi juga harus menyentuh aspek penegakan, budaya, dan pendidikan hukum.
30

 

Soerjono Soekanto juga menekankan bahwa efektivitas hukum harus 

dilihat secara dinamis. Hukum tidak bersifat statis, melainkan harus mampu 

menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Apabila hukum tertinggal jauh dari 

perkembangan masyarakat, maka hukum akan kehilangan relevansinya dan tidak 

lagi efektif. Oleh karena itu, pembaruan hukum harus didasarkan pada penelitian 

sosial dan pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan masyarakat. 

Teori efektivitas hukum menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto memberikan 

kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana hukum benar-

benar berfungsi dalam masyarakat. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh 
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keberadaan aturan tertulis, tetapi oleh keterpaduan antara kualitas norma hukum, 

kinerja aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, tingkat kesadaran 

masyarakat, dan kebudayaan hukum yang hidup. Teori ini sangat penting dalam 

penelitian hukum normatif-empiris karena mampu menjembatani analisis hukum 

dengan realitas sosial, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai teks, tetapi 

sebagai fenomena sosial yang hidup dan bekerja dalam masyarakat. 

Soerjono Soekanto membedakan antara keberlakuan hukum secara yuridis, 

sosiologis, dan filosofis. Suatu norma mungkin berlaku secara yuridis karena 

dibentuk oleh lembaga yang berwenang, namun belum tentu berlaku secara 

sosiologis apabila tidak dipatuhi masyarakat. Demikian pula, norma yang sah 

secara formal belum tentu memiliki legitimasi moral apabila dianggap tidak adil. 

Efektivitas hukum terletak pada titik temu antara ketiga dimensi tersebut. Hukum 

yang efektif adalah hukum yang sah secara formal, diterima secara sosial, dan 

sesuai dengan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
31

 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat dianalisis 

melalui pola hubungan antara kaidah hukum dan perilaku sosial. Hukum pada 

dasarnya bertujuan mengarahkan perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan 

kepastian. Namun dalam kenyataannya, perilaku manusia dipengaruhi oleh 

berbagai sistem norma lain seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma 

adat.
32

 Apabila norma hukum bertentangan secara tajam dengan norma sosial yang 

lebih dominan, maka masyarakat cenderung mengikuti norma sosial tersebut. 
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Dalam situasi demikian, hukum formal akan kehilangan daya berlakunya secara 

efektif. 

Perspektif mekanisme sosial, Soerjono Soekanto melihat bahwa efektivitas 

hukum berkaitan erat dengan proses internalisasi norma. Internalisasi adalah 

proses di mana norma hukum tidak lagi dipatuhi karena tekanan eksternal, 

melainkan karena telah menjadi bagian dari kesadaran individu. Proses ini 

berlangsung melalui pendidikan, sosialisasi, dan pengalaman sosial yang berulang. 

Apabila hukum berhasil diinternalisasi, maka kepatuhan akan bersifat sukarela dan 

stabil. Sebaliknya, apabila hukum hanya dipatuhi karena pengawasan ketat, maka 

ketika pengawasan melemah, pelanggaran akan meningkat.
33

 

Soerjono Soekanto juga mengaitkan efektivitas hukum dengan struktur 

sosial masyarakat. Dalam masyarakat yang memiliki stratifikasi sosial tajam, 

hukum sering kali diterapkan secara berbeda pada kelompok yang berbeda. 

Ketimpangan ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dan melemahkan legitimasi 

hukum. Oleh karena itu, efektivitas hukum sangat bergantung pada konsistensi dan 

non-diskriminasi dalam penerapannya. Hukum harus berlaku sama bagi setiap 

orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik. 

Konteks penegakan hukum, Soerjono Soekanto juga melihat adanya 

kesenjangan antara norma dan praktik sebagai indikator rendahnya efektivitas. 

Kesenjangan ini dapat muncul karena adanya budaya kompromi terhadap 

pelanggaran, praktik korupsi, atau lemahnya mekanisme kontrol internal. Ketika 

pelanggaran hukum tidak ditindak secara konsisten, maka norma hukum 
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kehilangan daya paksa dan daya pengaruhnya. Dalam kondisi demikian, hukum 

berubah menjadi simbol formal tanpa kekuatan regulatif yang nyata. 

Soerjono Soekanto secara implisit menekankan pentingnya pendekatan 

empiris dalam penelitian hukum untuk mengukur efektivitas. Penelitian tidak 

cukup dilakukan secara normatif dengan menganalisis teks undang-undang, tetapi 

harus dilengkapi dengan penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum 

tersebut diterapkan dan dipersepsi oleh masyarakat. Dengan pendekatan ini, 

hukum dipahami sebagai gejala sosial yang dinamis dan terus berkembang. 

Perkembangan masyarakat modern, kompleksitas hubungan sosial semakin 

meningkat. Hal ini menuntut hukum yang adaptif dan responsif. Soerjono 

Soekanto menyadari bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat yang plural dan 

heterogen memerlukan harmonisasi antara berbagai sistem nilai. Oleh karena itu, 

hukum harus mampu menjadi titik temu antara kepentingan yang beragam tanpa 

mengabaikan prinsip keadilan.
34

 

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa 

kegagalan hukum sering kali bukan terletak pada teks peraturan, melainkan pada 

lemahnya integrasi antara norma, struktur kelembagaan, dan budaya hukum. 

Efektivitas adalah hasil dari keseimbangan sistemik, bukan dari satu faktor 

tunggal. Apabila salah satu unsur mengalami disfungsi, maka keseluruhan sistem 

hukum akan terdampak. 

Efektivitas hukum merupakan indikator utama keberhasilan sistem hukum 

dalam mencapai tujuannya. Ia menuntut keselarasan antara legitimasi formal, 
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penerimaan sosial, konsistensi penerapan, serta keberhasilan hukum dalam 

membentuk perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan ketertiban. 

Teori ini memberikan dasar metodologis yang kuat bagi analisis hukum yang tidak 

hanya normatif, tetapi juga empiris dan sosiologis, sehingga mampu menjelaskan 

mengapa suatu hukum berhasil atau gagal dalam praktik kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. 

4. Teori Siyasah Asy-Syar’iyyah  

Teori Siyasah Asy-Syar‘iyyah yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah 

(1263–1328 M) merupakan pemikiran politik Islam yang menekankan pengelolaan 

pemerintahan secara adil dan sesuai syariat untuk mereformasi pemimpin (ra‘i) 

dan rakyat (ra‘iyyah), dengan tujuan utama mencapai kemaslahatan umat secara 

keseluruhan. Teori ini, yang tertuang dalam kitabnya yang sama, bukanlah sekadar 

konsep abstrak, melainkan panduan praktis bagi penguasa untuk menunaikan 

amanah ilahi melalui kebijakan yang berlandaskan Al-Qur‘an dan Sunnah, di 

mana kedaulatan mutlak milik Allah SWT sebagai pemilik kerajaan langit dan 

bumi, sementara manusia hanya sebagai khalifah atau wakil-Nya di bumi yang 

harus menegakkan keadilan universal.
35

 

Secara etimologis, siyasah syar‘iyyah berasal dari kata syara‘a yang 

mengandung arti peraturan atau politik yang bersifat syar‘i, yaitu kebijakan 

penguasa yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia, menegakkan hukum 

Allah, memelihara etika, dan menyebarkan keamanan tanpa bertentangan dengan 

nash syariat, baik secara eksplisit maupun implisit. Ibnu Taimiyah 
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mendefinisikannya sebagai pengaturan kemaslahatan umat berdasarkan syara‘, di 

mana tidak ada siyasah yang sah kecuali yang selaras dengan syariat, sebagaimana 

ditegaskan muridnya Ibnul Qayyim al-Jauziyyah dengan ungkapan ―laa siyasah 

illa maa wafaqa asy-syara‘a‖. Landasan utamanya adalah ayat-ayat Al-Qur‘an 

seperti An-Nisa: 58 yang memerintahkan penyampaian amanah kepada yang 

berhak dan penetapan hukum secara adil, serta An-Nisa: 59 yang mewajibkan taat 

kepada Allah, Rasul, dan ulil amri selama tidak bertentangan dengan syariat. 

Teori ini menolak pandangan ekstrem seperti Khawarij yang membenarkan 

pemberontakan atas pelanggaran kecil, atau Syi‘ah yang memandang imamah 

sebagai penunjukan ilahi mutlak; sebaliknya, Ibnu Taimiyah mendasarkannya 

pada praktik Khulafa‘ ar-Rasyidin yang mengedepankan syariat sebagai hukum 

tertinggi, dengan prinsip tauhid sebagai pondasi utama tatanan politik. Manusia, 

sebagai makhluk sosial yang alamiah membutuhkan asosiasi politik untuk meraih 

manfaat dan mencegah mudharat, harus diatur oleh pemimpin yang menegakkan 

amar ma‘ruf nahi mungkar, jihad, keadilan, dan hudud.  

Mekanisme utama teori ini berpusat pada amanah dan keadilan sebagai 

pilar penyelenggaraan negara, di mana pemimpin wajib menempatkan pejabat 

berdasarkan kecakapan, kejujuran, dan amanah—bukan primordialisme—serta 

membentuk sistem efektif untuk mengelola zakat, infaq, ghanimah, dan muamalat 

seperti jual beli, waris, serta waqaf. Musyawarah menjadi budaya wajib, mengikuti 

teladan Nabi SAW, di mana keputusan mayoritas yang selaras dengan Al-Qur‘an, 

Sunnah, atau ijma‘ harus diikuti, dengan ijtihad ulama sebagai penunjang untuk 

isu-isu ijtihadiy. Penguasa memiliki kewenangan luas dalam siyasah dusturiyyah 

(konstitusi), tasyri‘iyyah (perundang-undangan), qadhaiyyah (peradilan), maliyyah 
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(keuangan), idariyyah (administrasi), dauliyyah (luar negeri), tanfiziyyah 

(eksekusi), dan harbiyyah (militer), termasuk pengangkatan wazir, gubernur, 

hakim, panglima, serta pengelolaan pajak jizyah, kharaj, dan hisbah untuk 

pengawasan pasar. 

Dalam praktik, siyasah ini bersifat fleksibel melalui metode ijtihad seperti 

qiyas (penyeragaman illat hukum), maslahat mursalah (kemaslahatan murni yang 

selaras maqasid syariah), sadd adz-dzari‘ah (penyumbatan jalan kejahatan), dan 

istihsan, dengan syarat maslahat harus hakiki (nyata), umum (bukan pribadi), dan 

sesuai tujuan syariah seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

Contoh historis termasuk keputusan Utsman membakar catatan wahyu individu 

untuk mushaf tunggal, Umar menangguhkan potong tangan pencuri miskin saat 

krisis, atau Abu Bakar memerangi pengembang zakat—semua tanpa nash eksplisit 

tapi demi kemaslahatan. Negara bertindak sebagai bayangan Allah di bumi, 

mewujudkan keadilan lahiriyah (harga pantas, takaran benar) dan batiniah (prinsip 

perundang-undangan Islam).  

Meskipun Ibnu Taimiyah tidak membahas bentuk negara spesifik seperti 

demokrasi modern, siyasah syar‘iyyahnya menekankan persetujuan umat 

(mubaya‘ah) sebagai bentuk pemilihan implisit, bukan pemungutan suara murni 

seperti Sunni tradisional atau penunjukan ilahi Syi‘ah. Pengangkatan kepala 

negara lebih mengarah pada penunjukan oleh pendahulu yang amanah, didukung 

persetujuan umat melalui bai‘at sebagai sumpah kesetiaan timbal balik untuk kerja 

sama, mencerminkan kehendak taat kepada Allah dan Rasul—mirip elemen 

partisipatif demokrasi tapi dibatasi syariat. Dalam perspektif kontemporer, teori ini 

relevan dengan demokrasi karena menolak kedaulatan rakyat absolut (hanya milik 
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Allah), tapi mengakomodasi musyawarah, akuntabilitas pemimpin kepada syariah, 

dan reformasi ra‘i-ra‘iyyah melalui kebijakan adil, sebagaimana dibahas dalam 

jurnal yang menilai demokrasi dari sudut siyasah syar‘iyyah di mana kedaulatan 

Tuhan tidak ditandingi tapi diwujudkan via wakil yang dipilih umat.  

Praktik Khulafa‘ ar-Rasyidin seperti bai‘at Abu Bakar oleh sahabat 

menunjukkan mekanisme pemilihan berbasis kecakapan dan persetujuan kolektif, 

yang bisa dianalogikan dengan pemilu modern selama menghasilkan pemimpin 

yang menegakkan syariat dan kemaslahatan, bukan sekadar mayoritas suara. Ibnu 

Taimiyah menekankan bahwa tanpa pemimpin, tidak ada kesejahteraan; bahkan 

pemerintahan zalim lebih baik daripada anarki, tapi idealnya melalui proses yang 

menjamin amanah dan keadilan.  

Teori Siyasah Asy-Syar‘iyyah Ibnu Taimiyah dapat dilihat dari pendekatan 

hierarkisnya dalam menangani konflik kepentingan antara penguasa dan rakyat, di 

mana ia membedakan tiga tingkatan ketaatan: kepada Allah dan Rasul sebagai 

prioritas mutlak, kepada ulil amri selama sejalan syariat, serta kepada masyarakat 

dalam musyawarah yang mengikat secara moral. Pendekatan ini memungkinkan 

fleksibilitas dalam menghadapi dinamika sosial tanpa mengorbankan esensi 

syariah, misalnya melalui konsep taqdir (penempatan) pejabat berdasarkan kriteria 

kompetensi ilmu, takwa, dan integritas, yang Ibnu Taimiyah ilustrasikan dengan 

contoh Umar bin Khattab yang memecat gubernur tidak kompeten meski dari 

keluarga terhormat demi prioritas kemaslahatan publik.
36

  

Ibnu Taimiyah menguraikan mekanisme pengawasan internal melalui 
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lembaga hisbah yang independen, bertugas memantau pelaksanaan hukum pasar, 

moralitas publik, dan kepatuhan administrasi terhadap syariat, dengan wewenang 

mulai dari peringatan hingga sanksi ringan tanpa campur tangan yudisial kecuali 

untuk hudud. Sistem ini dilengkapi dengan dewan ulama sebagai penasihat 

strategis (syura), yang memberikan fatwa atas isu kontemporer seperti pengelolaan 

kekayaan negara dari baitulmal untuk proyek infrastruktur atau bantuan sosial, 

selama memenuhi kriteria maslahat dharuriyyah (kebutuhan primer umat). Dalam 

konteks fiskal, ia merinci alokasi anggaran negara dengan proporsi ketat: sepertiga 

untuk militer pertahanan, sepertiga untuk kesejahteraan rakyat, dan sepertiga untuk 

darurat, yang mencerminkan prinsip keseimbangan antara kekuatan dan rahmat.  

Ibnu Taimiyah menyarankan suksesi melalui wasiat pemimpin sebelumnya 

yang disahkan bai‘at kolektif oleh elite umat (ahlul halli wal aqdi), sebuah 

kelompok berpengaruh yang mewakili ulama, tokoh suku, dan profesional, 

sehingga menghindari kekosongan kekuasaan yang rawan fitnah. Mekanisme ini 

juga mencakup hak rakyat untuk nasihat (nushyidz) dan kritik konstruktif kepada 

penguasa, bahkan hak untuk menolak kebijakan zalim secara pasif selama tidak 

memicu kekacauan, sebagaimana praktik sahabat terhadap Utsman bin Affan yang 

tetap ia junjung meski dikritik atas nepotisme. 

Hubungannya dengan demokrasi modern, siyasah syar‘iyyah Ibnu 

Taimiyah menawarkan kerangka akuntabilitas vertikal melalui audit berkala oleh 

hisbah terhadap kinerja pemimpin terpilih, di mana pemilu dapat dianggap sebagai 

bentuk bai‘at massal kontemporer jika kandidat berkomitmen pada platform 

syariah. Ia menekankan bahwa legitimasi pemimpin bukan dari jumlah suara 

semata, melainkan dari kemampuan merealisasikan maqasid syariah seperti 
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keamanan (hifz an-nafs), pendidikan (hifz al-aql), dan ekonomi inklusif (hifz al-

mal), sehingga pemilihan harus menyaring kandidat melalui uji publik debat dan 

verifikasi integritas. Kritiknya terhadap tirani menjadikan teori ini sebagai dasar 

bagi sistem checks and balances, di mana parlemen atau majelis syura bertindak 

sebagai filter terhadap undang-undang sekuler yang bertentangan dengan syariat, 

mirip dengan judicial review dalam demokrasi konstitusional. 
37

 

Ibnu Taimiyah juga membahas adaptasi terhadap pluralisme dengan 

konsep zimmi (non-Muslim) yang dilindungi hak sipilnya selama taat hukum 

negara, yang bisa diterapkan pada pemilu inklusif di negara mayoritas Muslim, 

asal prioritas tetap pada penegakan syariat universal tanpa diskriminasi.
38

 

Pendekatan ini telah dianalisis dalam studi kontemporer sebagai jembatan antara 

tradisi Islam dan partisipasi elektoral, di mana pemimpin terpilih wajib melapor 

secara periodik kepada umat melalui sidang islah (reformasi), memastikan bahwa 

demokrasi tidak menjadi syirik kedaulatan tapi alat untuk islah berkelanjutan. 

C. Kerangka Konseptual 

1. Efektivitas  

Efektivitas menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) secara umum 

merujuk pada keadaan berhasil mencapai hasil yang diinginkan; tingkat 

keberhasilan dalam mencapai tujuan atau maksud yang ditetapkan. Secara definisi, 

kata efektif mengandung makna bahwa suatu tindakan, alat, metode, atau proses 

bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, menghasilkan dampak atau 
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keluaran yang diharapkan, dan berfungsi dengan rujukan pada ukuran keberhasilan 

yang relevan. Dalam konteks ini, efektivitas tidak sekadar tentang adanya aktivitas 

atau upaya, melainkan tentang sejauh mana aktivitas tersebut menghasilkan hasil 

yang tepat, relevan, dan dapat diandalkan untuk memenuhi tujuan yang 

diinginkan.
39

 

Pertama, dimensi tujuan atau hasil efektivitas menekankan pencapaian 

hasil yang diharapkan, bukan sekadar pelaksanaan tindakan. Suatu program, 

kebijakan, atau intervensi dinilai efektif jika output dan outcome yang dihasilkan 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kualitas layanan, 

peningkatan produktivitas, atau pengurangan risiko. Kedua, dimensi relevansi: 

hasil yang dicapai perlu relevan dengan konteks dan kebutuhan pemangku 

kepentingan. Efektivitas tidak hanya soal kuantitas keluaran, tetapi juga apakah 

keluaran tersebut benar-benar menjawab masalah atau kebutuhan yang ada. 

Ketiga, dimensi akuntabilitas dan transparansi: penilaian efektivitas sebaiknya 

dilakukan dengan metrik yang jelas, data yang reliabel, dan proses evaluasi yang 

terbuka, sehingga pihak terkait bisa memahami bagaimana penilaian dilakukan dan 

apa implikasinya terhadap perbaikan program ke depan.
40

 

Efektivitas sering kali berbeda dari efisiensi. Efisiensi mengukur seberapa 

hemat sumber daya dalam menghasilkan keluaran, yaitu bagaimana biaya, waktu, 

tenaga, dan bahan digunakan secara optimal. Suatu tindakan bisa sangat efisien 

(rendah biaya, cepat, penggunaan sumber daya minim) tetapi kurang efektif jika 

hasil yang dicapai tidak sesuai tujuan. Sebaliknya, suatu intervensi bisa sangat 
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efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan meskipun tidak sangat efisien jika 

biaya atau sumber daya yang diperlukan sangat besar atau tidak berkelanjutan. 

Karena itu, penilaian yang komprehensif biasanya mempertimbangkan keduanya: 

efektivitas untuk seberapa tepat tujuan tercapai, serta efisiensi untuk seberapa 

optimal penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan tersebut. 

Pada praktik, mengukur efektivitas memerlukan kerangka evaluasi yang 

jelas. Hal-hal yang biasanya dipertimbangkan meliputi definisi tujuan yang 

spesifik dan terukur, indikator kinerja utama (Key Performance Indicators atau 

KPI) yang relevan dengan tujuan, baseline data untuk membandingkan perubahan, 

serta metodologi evaluasi yang tepat, misalnya eksperimen acak (randomized 

controlled trials) jika memungkinkan, evaluasi before-after, atau analisis 

perbandingan antar kelompok. Selain itu, konteks evaluasi sangat penting; efek 

yang dihasilkan bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, jangka pendek 

maupun jangka panjang, serta bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar 

kendali program yang dievaluasi. Karena itu, deskripsi hasil evaluasi biasanya 

mencakup atribusi hubungan sebab akibat dengan caveat yang transparan, serta 

analisis sensitivitas untuk menilai bagaimana perubahan asumsi berdampak pada 

kesimpulan efektivitas. 

Berbagai bidang menggunakan kerangka dan kriteria yang spesifik untuk 

menilai efektivitas. Dalam bidang kesehatan, misalnya, efektivitas suatu intervensi 

medis dinilai dari tingkat kesembuhan, penurunan morbiditas, peningkatan kualitas 

hidup, serta keamanan tindakan dengan memonitor efek samping. Dalam 

pendidikan, efektivitas program pembelajaran diukur dari peningkatan skor belajar 

siswa, pemahaman konsep, retensi pengetahuan, dan dampaknya terhadap 
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keterampilan praktis.
41

 Dalam manajemen proyek atau organisasi, efektivitas dapat 

diukur melalui pencapaian milestone, kontribusi terhadap tujuan strategis, 

kepuasan pelanggan, serta dampak sosial atau ekonomi yang dihasilkan. Dalam 

kebijakan publik, evaluasi efektivitas sering melibatkan analisis cost-benefit, 

dampak terhadap kesejahteraan publik, serta manfaat yang dirasakan oleh berbagai 

kelompok masyarakat.
42

 

Hasil yang dianggap efektif bisa sangat bergantung pada desain evaluasi, 

kualitas data, serta periode pengamatan. Misalnya, intervensi yang tampak efektif 

dalam jangka pendek bisa menimbulkan efek samping atau biaya berkelanjutan 

yang menimbulkan implikasi tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Begitu 

juga, adanya faktor eksternal seperti perubahan kebijakan, tren ekonomi, atau 

perubahan demografis bisa mempengaruhi hasil tanpa mencerminkan kualitas 

intervensi itu sendiri. Karena itu, laporan efektivitas biasanya mencantumkan 

batasan studi, potensi bias, serta rekomendasi untuk penelitian lanjut atau 

penyesuaian program guna meningkatkan efektivitas secara berkelanjutan. 

Dalam konteks manajemen kualitas dan perbaikan berkelanjutan 

(continuous improvement), efektivitas menjadi target utama bersama dengan 

efisiensi dan kepatuhan terhadap standar. Organisasi sering menerapkan 

pendekatan berbasis bukti, data-driven decision making, serta siklus evaluasi Plan-

Do-Check-Act (PDCA) untuk meningkatkan efektivitas operasional secara 
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berkelanjutan. Pelibatan pemangku kepentingan, transparansi proses evaluasi, serta 

komunikasi hasil evaluasi yang jelas juga merupakan faktor penentu keberhasilan 

peningkatan efektivitas karena membantu menjaga akuntabilitas, membangun 

kepercayaan, dan memfasilitasi pembelajaran organisasi. 

Efektivitas adalah ukuran seberapa tepat dan tepat guna tindakan, program, 

atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan dengan dampak yang 

relevan dan signifikan. Efektivitas menekankan hasil yang benar-benar dicapai 

sesuai tujuan, sedangkan konteks, kualitas data, dan desain evaluasi menentukan 

seberapa akurat dan andalnya penilaian tersebut. 
43

 

2. Penanganan 

Penanganan, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), adalah 

tindakan atau proses menangani sesuatu; perlakuan, pemrosesan, atau 

penanggulangan suatu perkara atau masalah. Ruas definisi ini mencakup berbagai 

konteks, mulai dari cara memperlakukan barang, mengelola masalah, hingga 

melaksanakan perlakuan terhadap situasi tertentu. Secara umum, penanganan 

mengandung konotasi tindakan yang direncanakan dan dilakukan untuk mencapai 

tujuan tertentu, memperbaiki keadaan, atau mengendalikan suatu keadaan agar 

tidak memburuk.
44

 

Pertama, konteks pemakaian kata penanganan sangat bergantung pada 

objek yang ditangani. Dalam konteks medis, penanganan merujuk pada seluruh 
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rangkaian tindakan yang diberikan kepada pasien, mulai dari diagnosing, 

penentuan rencana terapi, pemberian obat, tindakan bedah jika diperlukan, hingga 

monitoring respons terapi dan penanganan efek samping. Dalam konteks hukum 

atau manajemen krisis, penanganan mengacu pada langkah-langkah penanganan 

masalah, penanganan risiko, serta respons terhadap insiden atau keadaan darurat, 

yang mencakup evaluasi risiko, komunikasi publik, koordinasi antarinstansi, dan 

evaluasi pasca-insiden. 

Secara linguistik, penanganan juga mengimplikasikan adanya perencanaan 

dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai hasil yang diinginkan. KBBI 

menekankan proses dan tindakan yang dilakukan untuk menangani sesuatu, 

sehingga unsur intinya adalah penanganan itu bersifat aktif, terarah, dan 

berorientasi pada solusi atau perbaikan. Dalam praktiknya, penanganan tidak 

berdiri sendiri; biasanya melibatkan identifikasi masalah, penentuan tujuan, 

pengumpulan data atau informasi yang relevan, pemilihan metodologi atau 

prosedur yang tepat, pelaksanaan tindakan, serta evaluasi hasil untuk perbaikan 

berkelanjutan.
45

 

Berbagai bidang memiliki kerangka kerja penanganan yang berbeda 

meskipun prinsip dasarnya serupa. Misalnya di bidang kesehatan, penanganan 

pasien meliputi triage (prioritas penanganan berdasarkan tingkat kegawatan), 

penilaian klinis, intervensi medis, manajemen luka atau penyakit, serta 

perencanaan tindak lanjut pasca perawatan. Di bidang pendidikan atau pekerjaan 

rumah tangga, penanganan bisa berarti cara mengatasi tugas, masalah kebersihan, 
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keamanan kerja, atau pengelolaan konflik. Dalam manajemen risiko dan bencana, 

penanganan mencakup identifikasi ancaman, penempatan sumber daya secara 

efisien, pelaksanaan prosedur evakuasi, koordinasi dengan lembaga terkait, serta 

komunikasi risiko kepada publik. Dalam konteks teknologi informasi, penanganan 

dapat merujuk pada respons terhadap insiden keamanan siber, manajemen 

perubahan, atau pemrosesan data sesuai standar operasional prosedur yang telah 

ditetapkan. 

Penekanan penting dalam penanganan adalah efektivitas dan efisiensi. 

Efektivitas diukur dari sejauh mana tindakan yang dilakukan mampu mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan, misalnya penyembuhan penyakit, penyelesaian tugas 

secara tepat waktu, atau mitigasi dampak krisis. Efisiensi mengacu pada 

penggunaan sumber daya (waktu, biaya, tenaga, alat) secara optimal tanpa 

mengorbankan kualitas hasil. Selain itu, akurasi informasi sangat krusial dalam 

penanganan; keputusan yang diambil sebaiknya didasarkan pada data yang valid, 

analisis yang tepat, serta pertimbangan risiko dan manfaat yang jelas. Transparansi 

dan akuntabilitas juga menjadi unsur penting, karena penanganan biasanya 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan; komunikasi yang jelas mengenai 

langkah, alasan, progres, dan hasil sangat membantu membangun kepercayaan dan 

mencegah misinterpretasi. 

Pada praktik penanganan yang baik, beberapa prinsip umum dapat 

diterapkan. Pertama adalah identifikasi masalah yang jelas dan terukur; tanpa 

definisi masalah yang jelas, langkah penanganan cenderung tidak fokus. Kedua, 

penentuan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas 

waktu (SMART) membantu mengarahkan upaya dan evaluasi. Ketiga, penggunaan 
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pendekatan berbasis bukti; keputusan sebaiknya didasarkan pada data empiris, 

pedoman profesional, serta pengalaman yang relevan. Keempat, perencanaan yang 

matang mencakup alokasi sumber daya, penentuan peran dan tanggung jawab, 

serta rencana kontinjensi jika kondisi berubah. Kelima, pelaksanaan yang terukur 

dengan monitor dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa tindakan berjalan 

sesuai rencana dan memungkinkan penyesuaian jika diperlukan. Keenam, evaluasi 

hasil pasca tindakan untuk memahami apa yang efektif, apa yang tidak, serta 

pelajaran yang bisa diterapkan pada penanganan di masa mendatang. Ketujuh, 

kolaborasi antar pihak terkait diperlukan untuk sinergi dan berbagi tanggung 

jawab, terutama dalam situasi kompleks yang melibatkan banyak pemangku 

kepentingan. 

Kegiatan penanganan juga sering diiringi oleh prinsip kehati-hatian dan 

etika profesional. Misalnya, dalam penanganan pasien, prinsip non-maleficence 

(tidak membahayakan) dan beneficence (berbuat baik) menjadi pedoman utama; 

dalam penanganan data pribadi, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data 

serta hak privasi individu perlu dijunjung tinggi. Dalam konteks publik, 

penanganan krisis atau kejadian besar sebaiknya disertai komunikasi risiko yang 

jelas, kejujuran dalam penyampaian informasi, serta usaha meminimalkan 

kepanikan publik melalui informasi yang akurat dan tepat waktu. 

Secara operasional, ketika seseorang meminta penanganan terhadap suatu 

permasalahan, alur kerja yang umum bisa digambarkan sebagai berikut: pertama, 

identifikasi masalah secara rinci, termasuk ruang lingkup dan batasan masalah; 

kedua, kumpulkan data yang relevan dan lakukan analisis yang diperlukan untuk 

memahami penyebab akar masalah (root cause analysis); ketiga, definisikan tujuan 
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dan langkah-langkah tindakan yang realistis dengan timeline yang jelas; keempat, 

alokasikan sumber daya yang diperlukan serta tetapkan peran tanggung jawab; 

kelima, lakukan tindakan atau intervensi dengan pengawasan yang cukup; keenam, 

monitor kemajuan dan evaluasi hasil secara berkala; terakhir, lakukan evaluasi 

pasca tindakan untuk menilai efektivitas, dokumentasikan pelajaran yang dipetik, 

dan lakukan perbaikan berkelanjutan.
46

 

Perlu juga dicatat bahwa berbagai literatur dan pedoman institusional 

sering menekankan pentingnya standar operasional prosedur (SOP) sebagai 

kerangka kerja penanganan. SOP membantu memastikan konsistensi, kualitas, dan 

keamanan dalam setiap langkah penanganan. Dengan adanya SOP, tenaga yang 

terlibat memiliki referensi yang jelas mengenai bagaimana tindakan seharusnya 

dilakukan, alat yang digunakan, urutan kerja, serta kriteria sukses dan tanda-tanda 

kegagalan. Selain itu, penanganan sering kali melibatkan evaluasi risiko sebelum 

tindakan dilakukan; analisis risiko membantu mengantisipasi potensi bahaya, 

memperkirakan dampak, dan merancang mitigasi yang sesuai sehingga tindakan 

penanganan dapat berjalan dengan lebih aman dan efektif. 

Penanganan adalah rangkaian tindakan terarah yang dilakukan untuk 

mengatasi, mengelola, atau merespons suatu masalah, keadaan, atau objek dengan 

tujuan memperbaiki keadaan, mengurangi dampak negatif, atau mencapai hasil 

yang diinginkan. Penanganan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi, serta perbaikan berkelanjutan, dengan memperhatikan konteks bidang, 

data dan bukti, etika profesional, serta transparansi bagi pemangku kepentingan. 

Jika Anda ingin, saya bisa menambahkan contoh konkret dari bidang tertentu 
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(misalnya penanganan pasien, penanganan kebakaran, atau penanganan data 

pribadi) untuk memberi gambaran praktis yang lebih mendalam. 

3. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara 

Pelanggaran netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

merujuk pada tindakan atau perilaku yang melanggar prinsip kebersihan sikap 

ASN dalam menjalankan tugas negara, di mana "netralitas" didefinisikan sebagai 

sikap tidak memihak atau tidak berpihak kepada pihak mana pun. Secara spesifik, 

istilah "pelanggaran" berarti perbuatan melawan hukum atau aturan, sehingga 

pelanggaran netralitas adalah bentuk ketidakpatuhan ASN terhadap kewajiban 

untuk tetap netral, terutama dalam konteks politik praktis seperti pemilu.  

KBBI mendefinisikan "netralitas" sebagai 1) keadaan netral; tidak 

memihak; 2) tidak ikut campur atau tidak berpihak. Sementara "pelanggaran" 

adalah 1) perbuatan melanggar; 2) pelaku yang melanggar. Gabungan keduanya 

dalam konteks ASN tidak secara eksplisit disebutkan di KBBI sebagai frasa tetap, 

tetapi secara konvensional diartikan sebagai tindakan ASN yang menunjukkan 

keberpihakan politik, seperti mendukung calon atau partai tertentu, yang 

bertentangan dengan Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Bentuk baku 

ejaan adalah "netralitas" (bukan "netralititas"), dan pelanggarannya mencakup 

pelanggaran disiplin maupun kode etik.
47

  

Pelanggaran netralitas ASN adalah penyimpangan dari prinsip dasar ASN 

sebagai pelayan netral masyarakat, yang diatur dalam SKB 5 Menteri/Lembaga 

tentang Netralitas ASN dalam Pemilu/Pemilukada. Ini mencakup aksi nyata seperti 
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menjadi anggota partai politik, ikut kampanye, memasang spanduk dukungan, atau 

aktivitas media sosial seperti like/share postingan paslon. Dalam praktik, 

pelanggaran ini sering terjadi saat masa pemilu, dengan data BKN hingga 2024 

mencatat 47 laporan, terdiri dari 42 pelanggaran disiplin (dukungan paslon, 

kegiatan keberpihakan) dan 5 kode etik (postingan dukungan). Dampaknya 

merusak integritas birokrasi, menurunkan kepercayaan publik, dan mengganggu 

stabilitas demokrasi karena ASN seharusnya menjaga prinsip politik bebas dan 

profesionalisme.  

Pelanggaran ini dibedakan menjadi dua kategori utama: (1) pelanggaran 

disiplin, yang bersifat administratif seperti pemberian dukungan terbuka atau 

partisipasi kampanye; (2) pelanggaran kode etik, seperti deklarasi dukungan 

implisit via media sosial. Kedua jenis ini dilaporkan melalui LAPOR! atau media 

sosial, diproses Satgas Netralitas ASN (BKN, KemenPANRB, Kemendagri, 

KASN, Bawaslu). Studi akademik menunjukkan tren peningkatan, dengan 369 

ASN pelanggar pada 2020, termasuk 33% pejabat pimpinan tinggi.  

Faktor utama pelanggaran netralitas meliputi tekanan politik dari atasan, 

kurangnya pemahaman regulasi, dan godaan imbalan kampanye. Contoh kasus: 

ASN yang menghadiri deklarasi paslon atau memasang atribut kampanye di 

kantor, yang terdeteksi Bawaslu dan dilimpahkan ke KASN untuk sanksi etik. Di 

daerah seperti Sumatera Barat, 71 ASN terdata melanggar pada Pilkada, tersebar 

di pemprov dan kabupaten/kota. Di Banyumas, pelanggaran pemilu legislatif 2024 

sering dikaitkan dengan fiqh siyasa, di mana ASN gagal menjaga netralitas meski 

bertugas pengawas pemilu. Dalam pelayanan publik, pelanggaran ini 

menimbulkan bias administratif, seperti pemberian izin usaha yang 
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menguntungkan calon tertentu, sehingga merusak prinsip good governance.
48

 

Sanksi pelanggaran disiplin sesuai PP No. 94/2021: hukuman sedang 

(potong tukin 25% selama 6-12 bulan), berat (turun jabatan, pembebasan jabatan 

12 bulan, PTDH). Untuk kode etik (PP No. 42/2004), sanksi moral seperti 

pernyataan terbuka/tertutup. Perkasa No. 1/2020 BKN mengatur pengawasan dan 

sanksi hingga pemecatan. Mekanisme: laporan masyarakat → Satgas Netralitas → 

Forum Pembahasan Nasional → rekomendasi sanksi oleh pejabat pembina 

kepegawaian. Tantangan penindakan termasuk kurangnya koordinasi antarinstansi 

dan budaya patron-klien di birokrasi daerah, meski Pemilu 2025 menekankan 

pengawasan ketat untuk menjaga integritas.  

Indikator pelanggaran jumlah laporan Bawaslu, persentase sanksi 

dieksekusi, dan survei kepuasan publik terhadap netralitas birokrasi. Pencegahan 

melalui pembinaan rutin, pelatihan, dan monitoring digital, seperti dilakukan 

Disdukcapil Buleleng. Secara holistik, menjaga netralitas ASN krusial untuk 

demokrasi substantif, mencegah politisasi birokrasi, dan memastikan pelayanan 

publik adil bagi semua pihak. 

4. Aparatur Sipil Neagara (ASN) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diterbitkan oleh 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, istilah "pegawai negeri sipil" atau 

disingkat PNS didefinisikan sebagai pegawai negeri yang bekerja pada instansi 

pemerintah selain militer dan kepolisian, yang diangkat berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Definisi ini menekankan bahwa PNS adalah 
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bagian dari aparatur negara yang bertugas dalam bidang sipil, artinya non-militer, 

dan pengangkatannya tunduk pada aturan hukum formal seperti undang-undang 

atau peraturan pemerintah, yang membedakannya dari pegawai swasta atau 

pegawai negeri lainnya seperti anggota TNI atau Polri. Kata "pegawai" sendiri 

berasal dari bahasa Belanda "bediende" yang berarti pelayan atau karyawan, 

sedangkan "negeri" merujuk pada negara, dan "sipil" dari bahasa Latin "civilis" 

yang berarti warga negara atau masyarakat umum, sehingga secara keseluruhan, 

PNS menggambarkan individu yang melayani negara dalam kapasitas sipil.
49

 

PNS berkembang dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, yang 

diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 

(ASN), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974. Dalam 

undang-undang ini, PNS adalah salah satu kategori ASN, yang mencakup pegawai 

pemerintah yang diangkat secara permanen untuk menjalankan tugas-tugas negara 

di berbagai bidang seperti administrasi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. 

Pengangkatan PNS dilakukan melalui proses seleksi yang ketat, seperti tes CPNS 

(Calon Pegawai Negeri Sipil), yang melibatkan ujian kompetensi, kesehatan, dan 

latar belakang, untuk memastikan bahwa mereka memiliki integritas dan 

kemampuan yang sesuai dengan jabatan. Status PNS memberikan jaminan 

kepegawaian seperti gaji tetap, tunjangan, pensiun, dan perlindungan hukum, 

tetapi juga mewajibkan mereka untuk mematuhi kode etik yang ketat, termasuk 

netralitas politik, loyalitas kepada negara, dan pelayanan publik yang 
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profesional.
50

 

Secara historis, konsep PNS di Indonesia berakar dari sistem birokrasi 

kolonial Belanda, di mana pegawai negeri sipil dikenal sebagai "ambtenaar" yang 

bertugas mengelola pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, sistem 

ini dipertahankan dan disesuaikan dengan konstitusi 1945, yang menempatkan 

PNS sebagai alat negara untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan 

masyarakat. Pada era Orde Lama dan Orde Baru, PNS sering kali menjadi 

instrumen politik, tetapi reformasi 1998 mendorong profesionalisasi dengan fokus 

pada meritokrasi dan akuntabilitas. Saat ini, PNS terdiri dari berbagai golongan 

berdasarkan jenjang karir, mulai dari golongan I hingga IV, dengan jabatan dari 

staf hingga eselon tinggi seperti sekretaris daerah atau direktur, dan mereka 

tersebar di kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, 

hingga instansi vertikal seperti kantor pajak atau rumah sakit pemerintah.
51

 

Peran PNS sangat luas dan vital bagi fungsi negara, karena mereka 

bertanggung jawab atas implementasi kebijakan publik, seperti pendidikan melalui 

guru PNS, kesehatan melalui dokter di puskesmas, atau administrasi melalui 

pegawai di kantor kecamatan. Mereka juga diharapkan untuk menjadi agen 

perubahan sosial, seperti dalam program-program pemberantasan korupsi atau 

pengentasan kemiskinan, meskipun tantangan seperti birokrasi yang lambat, 

korupsi, atau kurangnya motivasi sering kali menjadi hambatan. Perbedaan utama 

PNS dengan pegawai negeri lainnya adalah bahwa mereka tidak terlibat dalam 
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fungsi keamanan atau pertahanan, berbeda dengan TNI yang fokus pada militer 

atau Polri yang menangani hukum dan ketertiban. Selain itu, PNS berbeda dari 

pegawai kontrak atau honorer, yang tidak memiliki status permanen dan hak-hak 

kepegawaian yang sama, meskipun undang-undang ASN kini mengintegrasikan 

mereka ke dalam sistem yang lebih inklusif. 

Netralitas dan profesionalisme adalah prinsip utama bagi PNS, di mana 

mereka dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis atau bisnis yang 

bertentangan dengan kepentingan negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Ini 

bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga kepercayaan publik, 

tetapi dalam realitas, isu seperti nepotisme atau politisasi jabatan masih menjadi 

masalah yang perlu diatasi melalui reformasi berkelanjutan. Dari perspektif 

ekonomi, gaji PNS diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 

2019, yang menetapkan skala gaji dari yang terendah sekitar 1,5 juta rupiah hingga 

yang tertinggi puluhan juta, tergantung golongan dan daerah penempatan, dengan 

tambahan tunjangan seperti kesehatan dan transportasi. Namun, dengan inflasi dan 

biaya hidup yang tinggi, banyak PNS menghadapi tantangan finansial, yang 

mendorong diskusi tentang peningkatan remunerasi.
52

 

Konteks global, PNS mirip dengan konsep civil servant di negara-negara 

lain, seperti civil service di Inggris atau fonctionnaire di Prancis, di mana mereka 

diharapkan untuk melayani masyarakat tanpa diskriminasi. Di Indonesia, jumlah 

PNS mencapai sekitar 4 juta orang pada tahun 2023, menjadikannya salah satu 
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aparatur terbesar di dunia, dan mereka berkontribusi pada PDB melalui pelayanan 

publik yang efisien. Namun, tantangan modern seperti digitalisasi pemerintahan 

memerlukan PNS yang adaptif, dengan pelatihan berkelanjutan untuk menguasai 

teknologi informasi. Kritik terhadap PNS sering kali berkisar pada inefisiensi, 

seperti lamanya proses birokrasi, yang mendorong inisiatif seperti e-government 

untuk mempercepat layanan. Pada akhirnya, PNS bukan hanya jabatan, tetapi juga 

panggilan untuk berkontribusi pada kesejahteraan bangsa, dengan harapan bahwa 

reformasi terus mendorong mereka menjadi aparatur yang lebih profesional dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Pengertian PNS menurut KBBI sebagai pegawai negeri sipil yang bekerja 

di instansi pemerintah non-militer dan diangkat berdasarkan undang-undang 

memberikan dasar yang jelas, dan penjelasan lebih lanjut menunjukkan 

kompleksitas peran mereka dalam sistem pemerintahan Indonesia, dari aspek 

hukum hingga sosial, yang menekankan pentingnya profesionalisme dan netralitas 

untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. 

5. Bawaslu 

Kata "bawaslu" sendiri merupakan istilah teknis yang berkembang dalam 

konteks politik dan hukum Indonesia modern, diadopsi dari praktik kebahasaan 

sehari-hari tanpa etimologi kuno seperti kata-kata tradisional. Bawaslu adalah 

lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menggantikan 

Komisi Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sebelumnya. Lembaga ini 

bertugas utama untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari 

persiapan hingga pelaksanaan dan penetapan hasil, guna mencegah pelanggaran 
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seperti kecurangan, intimidasi, atau manipulasi suara yang dapat merusak 

demokrasi. Bawaslu terdiri dari tingkatan nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan 

kecamatan, dengan anggota yang dipilih melalui proses yang melibatkan Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk memastikan netralitas dan kompetensi.
53

 

Misalnya, Bawaslu RI dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa anggota yang 

memiliki latar belakang hukum, politik, atau administrasi publik, dan mereka 

diberikan kewenangan untuk menerima laporan dugaan pelanggaran, melakukan 

investigasi, serta memberikan rekomendasi atau sanksi administratif seperti 

pembatalan suara atau penundaan pemungutan suara di daerah tertentu.
54

 

Secara historis, Bawaslu berkembang dari kebutuhan untuk memperkuat 

pengawasan pemilu setelah reformasi 1998, di mana pemilihan umum sebelumnya 

sering kali diwarnai oleh praktik korupsi dan intervensi pemerintah. Pada awalnya, 

pengawasan dilakukan oleh Panwaslu yang dibentuk pada 2003, tetapi dengan UU 

baru, Bawaslu diperkuat dengan struktur yang lebih mandiri dan profesional, 

termasuk anggaran yang cukup dan perlindungan hukum bagi anggotanya agar 

tidak mudah dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Dalam 

praktiknya, Bawaslu bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan 

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memastikan 

transparansi, di mana KPU menyelenggarakan pemilu, Bawaslu mengawasi, dan 
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DKPP menangani etika penyelenggara.
55

 Contoh nyata peran Bawaslu terlihat 

dalam Pemilu 2019 dan 2024, di mana mereka menangani ribuan laporan 

pelanggaran, seperti kampanye di luar jadwal atau penggunaan fasilitas negara 

untuk kepentingan politik, dan bahkan mampu membatalkan hasil di beberapa TPS 

jika ditemukan bukti kuat. 

Netralitas dan independensi adalah prinsip utama Bawaslu, di mana 

anggotanya dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis atau memiliki afiliasi 

partai selama masa jabatan, yang biasanya berlangsung selama lima tahun. Ini 

bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan, meskipun dalam realitas, 

tantangan seperti tekanan dari elite politik atau sumber daya terbatas di daerah 

terpencil sering kali menjadi hambatan. Bawaslu juga memiliki peran edukasi 

publik, seperti sosialisasi aturan pemilu dan pencegahan pelanggaran melalui 

kampanye anti-hoaks atau pemantauan media sosial, karena pemilu modern 

semakin dipengaruhi oleh informasi digital. Dalam konteks hukum, Bawaslu dapat 

mengeluarkan putusan yang bersifat final untuk pelanggaran administratif, tetapi 

untuk pelanggaran pidana, mereka menyerahkan ke kepolisian atau kejaksaan, 

menunjukkan bahwa lembaga ini lebih fokus pada aspek pencegahan daripada 

penuntutan kriminal. 

Bawaslu mirip dengan lembaga pengawas pemilu di negara lain, seperti 

Election Commission di India atau Federal Election Commission di Amerika 

Serikat, yang juga bertugas menjaga integritas demokrasi. Namun, di Indonesia, 

Bawaslu unik karena terintegrasi dalam sistem multipartai yang kompleks, dengan 
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lebih dari 20 partai politik yang berpartisipasi, sehingga pengawasannya harus 

sangat teliti untuk menghindari klaim bias. Kritik terhadap Bawaslu sering muncul 

dari pihak yang merasa putusannya tidak adil, seperti dalam kasus sengketa hasil 

pemilu yang berujung ke Mahkamah Konstitusi, atau keluhan tentang lambatnya 

respons terhadap laporan di daerah remote. Untuk mengatasi ini, Bawaslu terus 

melakukan reformasi internal, seperti digitalisasi sistem pelaporan melalui aplikasi 

online dan pelatihan anggota untuk meningkatkan kapasitas.
56

 

Bawaslu bukan hanya lembaga pengawas, tetapi juga penjaga demokrasi 

yang memastikan suara rakyat tercermin secara jujur, dengan harapan bahwa 

melalui pengawasan yang ketat, pemilihan umum di Indonesia dapat menjadi lebih 

berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat. Kesimpulannya, meskipun KBBI tidak 

mendefinisikan "bawaslu" secara eksplisit, pengertiannya sebagai badan pengawas 

pemilihan umum memberikan fondasi, dan penjelasan lebih lanjut 

mengungkapkan peran krusialnya dalam ekosistem politik Indonesia, menekankan 

pentingnya independensi dan profesionalisme untuk mendukung proses demokrasi 

yang sehat dan berkelanjutan. 
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D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir 

EFEKTIVITAS PENANGANAN PELANGGARAN 

NETRALITAS OLEH PEGAWAI NEGARI SIPIL DI 

BAWASLU KABUPATEN PINRANG                                                                                

IMPLEMENTASI 

PENANGANAN 

NETRALITAS PNS PADA 

PILKADA 2024 DI 

KABUPATEN PINRANG 

EFEKTIVITAS PENANGANAN 

PELANGGARAN 

NETRALISASI OLEH PNS DI 

BAWASLU KABUPATEN 

PINRANG 

Dari perspektif demokrasi, penanganan netralitas ASN mencerminkan supremasi hukum, netralitas politik, keadilan 

pemilu, akuntabilitas, dan partisipasi politik yang profesional. Dari perspektif efektivitas, Bawaslu telah menunjukkan 

kemampuan investigatif yang memadai, transparansi proses, independensi kelembagaan, dan objektivitas dalam 

pengambilan keputusan. Sementara dari perspektif siyasah syar‘iyah, penanganan netralitas ASN telah mencerminkan 

nilai keadilan (al-'adalah), amanah (al-amanah), kemaslahatan (al-maslahah), amar ma‘ruf nahi munkar, dan 

akuntabilitas (al-mas‘uliyyah), sehingga berkontribusi dalam menjaga integritas Pilkada serta mewujudkan 

pemerintahan yang adil, profesional, dan bertanggung jawab. 

ANALISIS SIYASAH SYAR’IYAH 

TERHADAP PENANGANAN 

NETRALITAS PNS DI BAWASLU 

KABUPATEN PINRANG 

Teori Demokrasi 

(Prof. Dr. Miriam 

Budiardjo) 

Teori Pemilu 

(Prof. Dr. Ramlan Surbakti) 

Teori Efektivitas Hukum (Prof. Dr. 

Soerjono Soekanto) 

Teori As-Siyasah Asy-Syar’iyyah  

(Ibnu Taimiyah) 

Kemampuan petugas Bawaslu dalam 

investigasi, penyidikan, dan penetapan 

sanksi pelanggaran netralitas PNS,Proses 

penanganan pelanggaran dapat diakses 

publik, hasil penyelidikan dan sanksi 

diumumkan secara terbuka, Bawaslu tidak 

memihak kandidat/partai tertentu dalam 

menangani pelanggaran netralitas PNS; 

keputusan bersifat objektif. 

Keadilan (al-'adalah), amanah (al-

amanah), kemaslahatan (al-maslahah), 

amar ma‘ruf nahi munkar, dan 

akuntabilitas (al-mas‘uliyyah). Hal ini 

mencerminkan prinsip-prinsip 

pemerintahan Islam yang bertujuan 

mewujudkan kemaslahatan umum, 

menjaga keadilan, mencegah 

penyalahgunaan kekuasaan. 

Supremasi hukum dalam 

penegakan netralitas PNS, Politik 

melalui sikap tidak memihak, 

Terwujudnya Pilkada yang jujur 

dan adil, Akuntabilitas dalam 

penanganan pelanggaran 

netralitas, Partisipasi politik ASN 

yang demokratis dan profesional. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode yang merujuk pada pedoman penulisan 

karya tulis ilmiah IAIN Parepare Tahun 2023. Metode penelitian dalam buku 

tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan 

pengolahan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini dikategorikan ke dalam 

penelitian lapangan (field research), yaitu jenis penelitian yang meneliti peristiwa- 

peristiwa konkrit di lapangan Sedangkan merujuk pada masalahnya, penelitian ini 

digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang 

berupaya untuk mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan 

fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan memperlajari 

dokumentasi. 

Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell mendefinisikannya sebagai 

suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala 

sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta 

penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. 

Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau 

teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis dapat berupa penggambaran atau 

deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema tema. Dari data data itu peneliti 

membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Sesudahnya peneliti 
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membuat permenungan pribadi (self-reflection) dan menjabarkannya dengan 

penelitian penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnay. Hasil akhir dari 

penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut agak 

fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk laporan hasil 

penelitian kualitatif. Tentu saja hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh 

pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut 

diinterpretasikan oleh peneliti. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap peneliti 

kualitatif agak bias karena pengaruh dari peneliti sendiri dalam analisis data. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu 

bertempat di BAWASLU KABUPATEN PINRANG  

2. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian dua bulan lamanya dengan menyesuaikan kebutuhan 

penelitian 

C. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang Efektivitas Penanganan 

Pelanggaran Netralitas Oleh Pegawai Negari Sipil Di Bawaslu Kabupaten Pinrang                                                                                                  

D. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini akan menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh 

keterangan yang diperoleh oleh responden dan berasal dari dokumen – dokumen baik 

dalam bentuk statistik maupun dalam bentuk lainnya yang diperlukan guna 

mendukung penelitian ini. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 
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dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. 

1. Data Primer 

a. Faktual dan asli 

b. Berasal dari peneliti pertama. 

Data primer adalah data yang belum pernah dikumpulkan sebelumnya, 

dan dikumpulkan semata-mata untuk tujuan penyelidikan. Data primer 

mengacu pada data yang berasal dari peneliti untuk pertama kalinya. 

c. Proses pengumpulan data langsung di lapangan. 

Data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. 

Biasanya, data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, 

eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi dan media lain yang digunakan 

untuk memperoleh data lapangan. 

d. Membutuhkan sumber daya, seperti waktu tenaga, dan biaya yang  besar. 

Data primer biasanya didapatkan dengan membutuhkan banyak sumber 

daya yang digunakan, seperti waktu, biaya, dan tenaga. 

e. Selalu spesifik sesuai kebutuhan peneliti. 

Data primer selalu spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. 

Data primer ini biasanya dapat mengontrol atau menentukan kualitas penelitian. 

f. Dalam bentuk data mentah. 

Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti 

melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung. Karena hal inilah data 

primer disebut sebagai data pertama atau data mentah. 

g. Lebih valid dan akurat. 

Pada data primer biasanya mengacu pada data real-time atau data yang 
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terus berkembang setiap waktu. 

2. Data Sekunder 

a. Hasil analisis dan interpretasi dari data primer atau data yang berkaitan 

dengan masa lalu. 

b. Berasal dari peneliti sebelumnya Data sekunder mungkin telah dikumpulkan 

sesuai dengan persyaratan penyelidikan pemilik. Data sekunder adalah data 

yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik 

sebelumnya 

c. Proses pengumpulan data tidak langsung ke sumbernya Proses pengumpulan 

data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Peneliti bisa 

mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber 

publikasi pemerintah, situs, buku, artikel jurnal, catatan internal organisasi 

dan lain sebagainya. 

d. Sumber daya yang dibutuhkan seperti waktu, tenaga, dan biaya relatif tidak 

besar, cepat, dan mudah. Data sekunder cenderung lebih praktis, murah, dan 

cepat didapatkan karena bisa diperoleh dari berbagai macam sumber dengan 

akses yang mudah 

e. Tidak spesifik dan tidak mempunyai kontrol terhadap data karena peneliti 

merupakan tangan kedua. Data sekunder tidak spesifik untuk kebutuhan 

peneliti, serta tidak memiliki kendali untuk menentukan kualitas data. 

f. Sudah berbentuk informasi sudah terjadi pengolahan data. 

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada 

sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan 

untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder ini biasanya bisa 

didapatkan melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, 

laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang 
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sedang dicari. 

g. Kurang valid dan kurang akurat. Data sekunder biasanya merupakan data 

yang berhubungan dengan masa lalu atau lebih bersifat tetap. 

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena bertujuan mendapatkan data. Teknik pengumpulandata yang 

digunakan oleh peneliti yakni dengan terlibat langsung di lapangan penelitian, dengan 

kata lain bahwa peneliti akan melakukan penelitian lapangan (field research) agar 

memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian 

ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif. Perawat seringkali menganggap wawancara 

itu mudah karena dalam kesehariannya, perawat sering berkomunikasi dengan 

kliennya untuk mendapatkan informasi penting. Kenyataannya tak semudah itu. 

Banyak peneliti mengalami kesulitan mewawancarai orang, karena orang 

cenderung menjawab dengan singkat. Apalagi budaya pada masyarakat Indonesia 

yang cenderung tidak terbiasa mengungkapkan perasaan. 

Wawancara pada penelitian kualitatif memiliki sedikit perbedaan 

dibandingkan dengan wawancara lainnya seperti wawancara pada penerimaan 

pegawai baru, penerimaan mahasiswa baru, atau bahkan pada penelitian 

kuantitatif. Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang 

mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara 
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penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. 

Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali 

oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. 

Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk 

mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris 

harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan 

perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan.  

2. Pengamatan (Observasi) 

Observasi diperlukan untuk mendapatkan data berupa dokumen, baik 

mengenai perilaku pedagogik maupun sara dan prasarana. Dalam setiap observasi, 

data yang diperoleh peneliti akan dikaitkan deanga dua hal yang penting, yakni 

informasi (misalnya bagaimana cara meneliti, sesuai atau tidak alat yang 

digunakan dan apa yang terjadi dan konteks (hal-hal yang berkaitan di 

sekitarnya)). Hal ini karena segala sesuatu terjadi dalam dimensi waktu dan tempat 

tertentu, sehingga apabila informasi lepas dari konteknya maka informasi tersebut 

akan kehilangan maknanya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen- 

dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini 

merupakan suatu cara pegumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan 

penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh 

data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya 

mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah anak, pendapatan, 

luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya. 
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Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, 

dan dokumentasi, dimana ketiga metode ini dilakukan secara langsung dilokasi. 

Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis dan 

wawancara dilakukan dengan cara ikut turun langsung kepada subjek yang ingin 

diteliti dan yeng terakhir teknik dokumentasi suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang 

ingin diteliti di kabupaten pinrang 

F. Uji Keabsahan Data  

Keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh 

peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga 

keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabakan. Untuk menghindari 

kesalahan dalam pengambilan data, maka keabsahan data perlu diuji dengan beberapa 

cara sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian. 

2. Triangulasi sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan. 

3. Pengecekan oleh subyek penelitian. 

G. Teknik Analisis Data 

Pada analisis data peneltian kualitatif, peneliti perlu mengkaji dan memahami 

hubungan-hubungan dan konsep untuk dikembangkan dan dievaluasi. Analisis dalam 

penelitian jenis apapun merupakan cara berpikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian 

secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, 

dan hubungannya dengan keseluruhan. 

Pendapat lain mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses 

mencari dan menyusus secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
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catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis dapat disimpulkan bahwa 

analisis data kualitatif adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari baik melalui hasil wawancara, catatan lapangan, maupun 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan 

ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, yang diakhiri 

dengan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain.  

Pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deduktif, artinya data yang 

diperoleh di lapangan secara umum kemudian diuraikan dalam kata-kata yang 

penarikan kesimpulannya bersifat khusus. Menurut Miles dan Huberman ada tiga 

metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan 

penarikan/verifikasi kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Dalam proses 

reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. 

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian 

dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, 

untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa 

pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data 

adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, 

membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat 
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digambarkan dan diverifikasikan. 

2. Model Data/Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.Bentuk 

penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh 

karena itu, sajiannya harus tertata secara apik. 

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, 

tersusun kurang baik. Pada kondisi sepeti peneliti mudah melakukan suatu 

kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil 

kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan 

kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan 

bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami. 

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang 

dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan 

reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang 

terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data 

kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus 

dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan 

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi 

kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai 

memutuskan "makna" sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang 
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kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara 

kejujuran dan kecurigaan. 

Kesimpulan "akhir" mungkin tidak akan terjadi hingga pengumpulan data 

selesai, tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, pengodean, 

penyimpanan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan, pengalaman 

peneliti, dan tuntutan dari penyandang dana, tetapi kesimpulan sering digambarkan 

sejak awal, bahkan ketika seorang peneliti menyatakan telah memproses secara 

induktif.  Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

berlangsung Makna- makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran 

dan kesesuaiannya sehingga validitasnya  terjamin.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Implementasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Pns Pada Pilkada 2024 

Di Kabupaten Pinrang 

Implementasi penanganan pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di Indonesia pada dasarnya merupakan proses yang tidak hanya bersifat 

normatif berdasarkan aturan hukum tetapi juga administratif dan politis, karena 

bersinggungan langsung dengan dinamika kekuasaan, terutama dalam konteks 

pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Secara regulatif, netralitas PNS 

diatur dalam berbagai ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan bahwa ASN harus bebas dari 

pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Ketentuan ini 

kemudian diperkuat oleh aturan disiplin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2021 tentang Disiplin PNS serta berbagai regulasi teknis lain yang 

mengatur mekanisme pengawasan dan penindakan.
57

 

Implementasi penanganan pelanggaran netralitas PNS (ASN) pada Pilkada 

2024 di Kabupaten Pinrang dapat dipahami sebagai proses yang berjalan melalui 

beberapa tahapan yang saling terhubung, mulai dari pencegahan, penindakan, 

hingga penjatuhan sanksi administratif maupun pidana. Dalam praktiknya, 

implementasi ini menunjukkan dinamika yang cukup kompleks karena tingginya 

angka pelanggaran serta keterlibatan berbagai institusi. 

                                                           
57
Kurniawan Ahmad, ―Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 

Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim,‖ 2025. 



71 

 

 

 

Tahap awal implementasi dilakukan melalui upaya pencegahan oleh 

Bawaslu bersama pemerintah daerah. Di Pinrang, langkah ini diwujudkan melalui 

sosialisasi netralitas ASN yang melibatkan pemerintah kabupaten dan pemangku 

kepentingan lainnya. Sosialisasi tersebut menekankan bahwa ASN memiliki hak 

pilih, tetapi dilarang menunjukkan keberpihakan, memanfaatkan jabatan, atau 

terlibat dalam kegiatan politik praktis. Namun, meskipun upaya preventif telah 

dilakukan, realitas menunjukkan bahwa pelanggaran tetap tinggi. Bahkan, Pinrang 

tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah pelanggaran netralitas ASN 

tertinggi di Sulawesi Selatan menjelang Pilkada 2024. 
58

 

Pada tahap penanganan (represif), implementasi dilakukan melalui 

mekanisme pelaporan dan penelusuran oleh Bawaslu di tingkat kabupaten hingga 

kecamatan (Panwascam). Kasus-kasus yang muncul di Pinrang cukup beragam, 

mulai dari dugaan pembentukan tim sukses oleh camat, keterlibatan kepala 

sekolah dalam aktivitas politik, hingga interaksi ASN dengan tokoh politik 

tertentu. Bawaslu melakukan klarifikasi, pengumpulan bukti, serta pemeriksaan 

saksi sebelum menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur pelanggaran 

netralitas. Jika terbukti sebagai pelanggaran administratif, hasil penanganan 

tersebut diteruskan ke BKN untuk proses penjatuhan sanksi disiplin ASN.
59

  

Implementasi penanganan pelanggaran netralitas ASN di Pinrang pada 

Pilkada 2024 menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme sudah berjalan 

sesuai aturan mulai dari pencegahan, penindakan, hingga pemberian sanksi. 
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Namun secara empiris, efektivitasnya masih menghadapi kendala serius. 

Tingginya angka pelanggaran mengindikasikan bahwa kesadaran hukum ASN 

masih rendah, sementara relasi kekuasaan lokal dan kedekatan personal dengan 

kandidat seringkali memengaruhi netralitas. Selain itu, adanya jeda waktu dalam 

proses penanganan (misalnya menunggu rekomendasi BKN) juga membuat efek 

jera belum optimal.
60

 

Implementasi di Kabupaten Pinrang dapat disimpulkan berjalan secara 

prosedural tetapi belum sepenuhnya efektif secara substansial, karena masih 

terdapat kesenjangan antara aturan yang ketat dengan praktik di lapangan yang 

menunjukkan tingginya tingkat pelanggaran dan keterlibatan ASN dalam politik 

praktis. Maka dari itu salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mencegah 

terjadinya pelanggaran netralitas yang dilakukan pns khususnya di wilayah 

Kabupaten Pinrang. 

Namun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak 

Bawaslu, bayu kurniawan selaku staf bawaslu ketika ditanya, upaya apa saja yang 

dilakukan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mencegah pelanggaran netralitas pns 

mengatakan bahwa: 

―Untuk itu kami sudah upayakan semaksimal mungkin yang kami 
lakukan seperti turun sosialisasi kekantor-kantor pemerintahan untuk 
membahas mengenai netralitas ASN dan PNS, dan ada juga strategi yang 
kami lakukan seperti membuat konten dan poster disosial media dan kami 
posting diinstagram resmi bawaslu pinrang‖

61
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan 
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bahwa pimpinan Bawaslu Kabupaten Pinrang beserta para stafnya menggunakan 

beberapa upaya dalam mengefektifkan penanganan pelanggaran netralitas PNS, 

adapun upaya-upanya. seperti turun sosialisasi kekantor pemerintahan sebelum 

kampanye dilakukan, melakukan penjelasan langsung, Hal tersebut dilakukan agar 

ASN dan PNS terhindar dari sogokan yang dilakukan Caleg yang memiliki prilaku 

menyimpang yang lemah moralitasnya pada saat mencalonkan menjadi anggota 

legislatif tahun 2024 di Kabupaten Pinrang.
62

  

Upaya yang dilakukan para staf bawaslu pinrang selaku dengan 

memberikan masukan kepada pegawai negeri sipil. Ketentuan ini pada dasarnya 

menegaskan bahwa PNS sebagai bagian dari aparatur negara wajib bersikap netral 

dari pengaruh politik praktis, terutama dalam konteks pemilu dan pilkada. Salah 

satu dasar hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa ASN, 

termasuk PNS, harus bebas dari intervensi politik dan tidak berpihak kepada 

kepentingan siapapun. Prinsip netralitas ini merupakan salah satu asas 

penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Artinya, setiap tindakan PNS 

yang menunjukkan keberpihakan politik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran 

terhadap prinsip dasar tersebut. 

Lebih lanjut untuk memperjelas data penulis dari pihak Bawaslu 

Kabupaten Pinrang Bayu Kurniawan mengenai ungkapannya tentang pengawasan 

langsung terkait masalah penanganan pelanggaran netralitas PNS maka penulis 

menanyakan apakah penindakan terhadap pelanggaran netralitas PNS di pinrang 
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sudah sesuai tenggat waktu PerBawaslu No. 9 Tahun 2024, pihak Bawaslu 

mengatakan bahwa: 

"sudah sesuai karna kami sering melakukan sosialisiasi terkait 
PerBawaslu No. 9 Tahun 2024, setiap sebelum tahapan kami sudah 
sosialisasi dikantor desa,kantor kelurahan, kecamatan, untuk netralitasnya 
PNS‖

63
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa pimpinan Bawaslu Kabupaten Pinrang beserta para stafnya telah 

melakukan sesuai prosedur terhadap penindakan pelanggaran netralitas PNS di 

pinrang sudah sesuai tenggat waktu PerBawaslu No. 9 Tahun 2024 sebelum 

tahapan sudah dilakukan sosialisasi dikantor desa,kelurahan dan kecamatan. 

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 merupakan aturan terbaru yang 

sangat penting dalam konteks penanganan pelanggaran pada Pilkada. Peraturan ini 

pada dasarnya bukan berdiri sendiri, tetapi merupakan perubahan atas Perbawaslu 

Nomor 8 Tahun 2020 yang sebelumnya mengatur mekanisme penanganan 

pelanggaran pemilihan kepala daerah. 
64

 

Perbawaslu ini lahir karena aturan lama dianggap sudah tidak lagi sesuai 

dengan perkembangan hukum dan kebutuhan praktik pengawasan Pilkada yang 

semakin kompleks. Oleh karena itu, dilakukan penyesuaian agar proses 

penanganan pelanggaran menjadi lebih efektif, cepat, dan memberikan kepastian 

hukum.  

Dalam substansinya, Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 mengatur mekanisme 

penanganan pelanggaran pemilihan, mulai dari tahap awal sampai penyelesaian. 
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Pelanggaran yang dimaksud mencakup berbagai jenis, seperti pelanggaran 

administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilihan, dan 

pelanggaran hukum lainnya yang terkait dengan tahapan Pilkada. Pengaturan di 

dalamnya mencakup bagaimana laporan atau temuan pelanggaran diterima oleh 

Bawaslu, kemudian dilakukan kajian awal untuk menentukan apakah memenuhi 

unsur pelanggaran. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses klarifikasi, pemeriksaan, 

hingga penetapan hasil penanganan. Dalam hal tertentu, jika pelanggaran 

mengandung unsur pidana, maka akan diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk 

diproses sesuai hukum pidana pemilu.
65

 

Perbawaslu ini menekankan batas waktu (tenggat) dalam setiap tahapan 

penanganan pelanggaran. Ini bertujuan agar proses tidak berlarut-larut dan tetap 

relevan dengan tahapan Pilkada yang berjalan cepat. Selain itu, diatur juga peran 

masing-masing tingkatan Bawaslu (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) sesuai 

kewenangannya. Jika dikaitkan dengan netralitas ASN, Perbawaslu ini menjadi 

instrumen teknis penegakan. Artinya, ketika ada ASN yang diduga melanggar 

netralitas dalam Pilkada, proses penanganannya (laporan, pemeriksaan, hingga 

rekomendasi sanksi) mengikuti mekanisme yang diatur dalam Perbawaslu ini. 

Nantinya, hasilnya bisa berupa rekomendasi sanksi administratif (ke instansi 

terkait) atau diteruskan sebagai pelanggaran pidana sesuai UU Pilkada. Posisi 

Perbawaslu No. 9 Tahun 2024 sangat strategis karena menjadi ―aturan 

operasional‖ bagi Bawaslu dalam menangani pelanggaran, termasuk pelanggaran 

netralitas ASN, sehingga menjembatani antara norma dalam UU Pilkada dan 
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praktik penegakan di lapangan.
66

 

Lebih lanjut untuk wawancara dari pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang 

Nurhalim mengenai ungkapannya tentang dampak langsung terkait masalah 

penanganan pelanggaran netralitas PNS maka penulis menanyakan apa dampak 

penanganan pelanggaran oleh bawaslu terhadap integritas pemilu dipinrang, pihak 

Bawaslu mengatakan bahwa: 

―ya dampaknya itu, pastinya mengurangi pelanggaran netralitas PNS 
kedepannya karnakan setiap ada yang melanggar itu semua dihadapi 
disini terlapor, jadi kalo dikatakan dampaknya paling tidak mengurangi 
pelanggaran PNS‖

67
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa pimpinan Bawaslu Kabupaten Pinrang beserta para stafnya memberikan 

masukan mengenai dampak penanganan pelanggaran oleh bawaslu terhadap 

integritas pemilu dipinrang itu akan mengurangi pelanggaran PNS yang akan 

terjadi kedepannya. 

Lebih lanjut untuk wawancara menambah data penulis dari pihak Bawaslu 

Kabupaten Pinrang Nurhalim mengenai ungkapannya tentang rekomendasi 

perbaikan untuk meningkatkan efektivitas penanganan dimasa depan, Nurhalim 

mengatakan bahwa: 

‖sebenarnya untuk rekomendasi seperti ini lebih ke kesadaran diri karna 
jika sosialisasi kami sudah sangat sering melakukan disemua instansi dan 
juga memposting konten edukasi dimedia sosial, jadi ini terkait 
keasadaran dirinya karna kami bawaslu sudah upayakan mengatakan 
janganki berpihak pada suatu calon karna kita ini ASN dan PNS ki, tapi 
kenyataan dan fakta dilapangan kita tidak bisa kontrol, mau semaksimal 
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apapun kita mencegah agar tidak ada pelanggaran, kalo orangnya tidak 
mempunyai kesadaran dirinya susah juga, segala upaya kita sudah 
lakukan ‖

68
 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa pimpinan Bawaslu Kabupaten Pinrang beserta para stafnya memberikan 

masukan mengenai rekomendasi apa perbaikan untuk meningkatkan efektivitas 

penanganan dimasa depan bahwa. Hal ini diungkapkan bahwa kesadaran diri itu 

penting, semaksimal apapun diupayakan oleh bawaslu jika pada dasarnya ASN 

dan PNS tidak memiliki kesadaran dan tetap berpihak pada pasangan calon 

tertentu maka tetap saja pelanggaran itu akan selalu ada. 

Lebih lanjut untuk wawancara menambah data penulis dari kordiv 

penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa mengenai ungkapannya 

tentang sosialisasi aturan netralitas sudah efektif menjangkau PNS di pinrang 

ruslan wadud mengatakan mengatakan bahwa: 

―sebenarnya belum efektif, karna persoalan karakter utamanya dipilkada 
PNS ini ada yang bersentuhan langsung oleh kandidat bupati, contoh mau 
mengharapkan balasan jasa, dan juga memang loyal kepada pimpinan, 
jadi saya menganggap tidak efektif untuk sosialisasi, yang efektif itu 
seharusnya hukumannya yang ditambah karna hukuman bagi PNS yang 
melanggar hukum dan UU ASN, UU pilkada itu hanya maksimal 6 bulan 
saksi hukuman, dan itu sangat ringan, dan yang memberikan sanksi 
hukum itu PPK nya langsung dalam hal ini bupat, jadi ironisnya saya 
PNS yang membantu calon bupati tetapi saya juga yang memberikan 
hukuman setega itu bupati yang saya bantu untuk tidak netral, maka dari 
itu sangat masih kurang untuk sanksi hukum‖

69
 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur larangan 

yang lebih spesifik dalam konteks pemilihan kepala daerah. ASN dilarang 
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membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau 

merugikan salah satu pasangan calon, serta dilarang terlibat dalam kampanye. Jika 

larangan ini dilanggar, ASN tidak hanya menghadapi sanksi administratif, tetapi 

juga sanksi pidana.
70

 

UU Pilkada, pelanggaran tersebut dapat dikenakan pidana penjara paling 

singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan, serta/atau denda. Inilah yang sering 

disebut sebagai ―sanksi 6 bulan‖. Namun perlu dipahami bahwa itu adalah batas 

maksimum pidana untuk jenis pelanggaran tertentu, bukan satu-satunya 

konsekuensi hukum. 

Ketika seorang ASN tidak netral, ia bisa menghadapi dua jalur penegakan 

sekaligus. Dari sisi kepegawaian, ia diproses secara disiplin berdasarkan UU ASN 

dan peraturan turunannya. Dari sisi pemilu, ia dapat diproses secara pidana 

berdasarkan UU Pilkada. Kombinasi ini sebenarnya dimaksudkan agar ada efek 

jera meskipun dalam praktiknya efektivitas penegakannya masih sering 

diperdebatkan terkait hukuman dan sanksi tersebut.
71

 

2. Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas Pns Di Bawaslu 

Kabupaten Pinrang  

Efektivitas penanganan pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

pada dasarnya berkaitan dengan sejauh mana sistem hukum dan kelembagaan 
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mampu memastikan bahwa aparatur negara tetap bersikap profesional, tidak 

berpihak, dan bebas dari intervensi politik, terutama dalam konteks pemilihan 

umum maupun pemilihan kepala daerah. Netralitas ini bukan sekadar norma 

administratif, tetapi merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi 

dan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Oleh karena itu, ketika terjadi 

pelanggaran, efektivitas penanganannya tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya 

sanksi, melainkan juga dari kemampuan sistem tersebut dalam mencegah, 

mendeteksi, menindak, dan memulihkan dampak pelanggaran secara 

menyeluruh.
72

 

Efektivitas penanganan pelanggaran netralitas PNS (ASN) oleh Bawaslu 

Kabupaten Pinrang dalam konteks Pilkada 2024 pada dasarnya dapat dilihat dari 

sejauh mana mekanisme yang ada mampu mencegah, menindak, dan memberi 

efek jera terhadap pelanggaran. Secara normatif, sistem yang dijalankan 

sebenarnya sudah cukup lengkap dan terstruktur. Bawaslu bekerja berdasarkan 

kerangka hukum yang jelas, berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara 

(BKN), serta melibatkan Sentra Gakkumdu untuk penanganan pelanggaran yang 

masuk kategori pidana. Dalam hal ini, secara prosedural dapat dikatakan bahwa 

mekanisme penanganan telah berjalan efektif karena setiap laporan diproses 

melalui tahapan yang sistematis, mulai dari penerimaan laporan, kajian awal, 

klarifikasi, hingga rekomendasi sanksi. 

Efektivitas tersebut dilihat dari hasil atau dampaknya di lapangan, 

gambaran yang muncul justru lebih problematis. Tingginya jumlah pelanggaran 
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netralitas ASN di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa fungsi pencegahan 

belum berjalan optimal. Artinya, meskipun sosialisasi dan imbauan telah 

dilakukan, banyak ASN yang tetap terlibat dalam praktik politik, baik secara 

terang-terangan maupun terselubung. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan 

preventif belum cukup kuat untuk membentuk kesadaran hukum dan etika 

birokrasi.
73

 

Bawaslu Pinrang sebenarnya cukup aktif dalam menelusuri dan memproses 

dugaan pelanggaran. Berbagai kasus berhasil diidentifikasi dan diteruskan ke BKN 

untuk penjatuhan sanksi disiplin. Akan tetapi, efektivitasnya sering terhambat oleh 

sifat kewenangan Bawaslu yang terbatas, karena tidak memiliki otoritas langsung 

untuk menjatuhkan sanksi kepada ASN. Keputusan akhir berada di tangan Pejabat 

Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan rekomendasi BKN. Dalam praktiknya, 

kondisi ini kadang menimbulkan keterlambatan atau bahkan ketidaktegasan dalam 

pemberian sanksi, sehingga mengurangi efek jera bagi pelanggar. 

Efektivitas penanganan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik 

lokal. Di daerah seperti Pinrang, hubungan kedekatan antara ASN dan elite politik 

seringkali menjadi kendala serius. Tekanan politik, loyalitas personal, atau 

kepentingan karier dapat mendorong ASN untuk tetap berpihak, meskipun aturan 

sudah jelas melarang. Dalam konteks ini, penanganan pelanggaran tidak hanya 

menjadi persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya birokrasi dan struktur 

kekuasaan.
74

 

Aspek penegakan hukum pidana melalui Sentra Gakkumdu, efektivitasnya 
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relatif lebih kuat karena adanya ancaman sanksi pidana. Beberapa kasus yang 

diproses hingga tahap penyidikan menunjukkan bahwa mekanisme ini mampu 

memberikan tekanan hukum yang lebih tegas. Namun demikian, tidak semua 

pelanggaran netralitas memenuhi unsur pidana, sehingga sebagian besar tetap 

berakhir pada sanksi administratif yang dampaknya sering dianggap kurang 

signifikan.
75

 

Efektivitas penanganan pelanggaran netralitas PNS di Bawaslu Kabupaten 

Pinrang dapat dikatakan bersifat ―efektif secara prosedural tetapi belum efektif 

secara substantif.‖ Prosedur berjalan sesuai aturan dan kasus-kasus dapat 

ditangani, tetapi belum mampu secara signifikan menekan angka pelanggaran 

maupun menciptakan efek jera yang kuat. Hal ini menunjukkan perlunya 

penguatan tidak hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada komitmen 

kelembagaan, konsistensi pemberian sanksi, serta pembinaan etika ASN agar 

netralitas benar-benar menjadi budaya, bukan sekadar kewajiban formal. Namun 

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak Bawaslu, bayu 

kurniawan selaku staf bawaslu ketika ditanya, upaya apa saja yang dilakukan 

Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mencegah pelanggaran netralitas pns 

mengatakan bahwa: 

―kalo belum tahapan kami buat Vom A lalu Vom A kami kirim ke 
aplikasi   SBT, nanti orang BKN yang analisis, tidak ada wewenangnya 
kami mengatakan bersalah atau tidak semua berkas langsung kami kirim 
ke BKN nanti BKN yang menyatakan bersalah atau tidak tugas kami 
hanya menerima laporan, kecuali sudah memasuki tahapan kampanye dan 
sudah ada pidananya kami proses pidanya disini kalo netralitasnya nanti 
BKN yang menyatakan bersalah atau tidak karna semua berkas kami 
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berikan‖
76

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak bawaslu Kabupaten Pinrang, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa alur penanganan pelanggaran 

netralitas PNS yang dilakukan pihak Bawaslu Kabupaten Pinrang dan jajarannya 

mengenai masalah efektivitas penanganan pelanggaran PNS bahwa bawaslu tidak 

memiliki kewenangan untuk menyatakan bersalah atau tidak melainkan hal itu 

menjadi wewenang pihak BKN, namun jika sudah masuk tahap kampanye dan 

sudah terbukti melakukan pidana maka pidananya langsung diproses dibawaslu. 

Lebih lanjut untuk menambahkan keterangan data penulis pihak Bawaslu 

Kabupaten Pinrang, kordiv penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa 

mengenai ungkapannya tentang berapa banyak laporan pelanggaran netralitas PNS 

yang diterima bawaslu dan bagaimana proses verifikasinya ruslan wadud 

mengatakan mengatakan bahwa: 

―laporan dan temuan ada 56 yang terbukti dan yang kami proses ada 11 
orang dan kami sudah menindaklanjuti melalui proses hukum bersama 
gakumdu, gakumdu ini ada 3 unsur aparat penegak hukum didalamnya, 
bawaslu, polisi, jaksa, gakumdu ini bersertariat dibawaslu, dan masing 
masing melakukan gelar perkara, dalam perkara pertama polisi jaksa dan 
bawaslu melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa 
yang dilakukan oleh seorang ASN PNS ini dikategorikan ada dugaan 
pelanggaran atau tidak, kedua jika ada dugaan pelanggaran kira kira 
masuk di pasal sangkaan berapa, dan ada syarat formil dan meteril yang 
menjadi hal untuk jalan masuk registrasi dan juga menjadi syarat 
verifikasinya, ketika sudah diterima laporan dibawaslu maka bawaslu 
akan mengkaji jika memang iterdapat unsur pidananya maka kita akan 
mengundang gakumdu untuk menggelar pertama, tapi jika tidak ada unsur 
pidananya hanya ada unsur hukum lainnya maka itu hanya diteruskan di 
BKN pusat, tapi 2 peristiwa ini bisa beririsan kalau misalnya hasil kajian 
bawaslu mengatakan ada juga hukum lainnya dan pidanya maka kami 
gelar pidanya lalu kita teruskan di BKN, dan diBKN terlapor akan 
melakukan verifikasi melalui zoom, dan diundang ke kantor BKD yang 
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bertempat dikantor bupati‖
77

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak bawaslu Kabupaten Pinrang, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa laporan dan temuan ada 56 yang 

terbukti dan telah diproses 11 orang melalui proses hukum bersama gakumdu, 

seperti melakukan gelar perkara, gelar perkara merupakan tahap yang sangat 

krusial karena menjadi titik penentu apakah sebuah laporan berhenti di tingkat 

kajian atau berlanjut ke penyidikan dan penuntutan. Proses ini biasanya dilakukan 

setelah Bawaslu menerima laporan atau menemukan dugaan pelanggaran, lalu 

melakukan kajian awal terhadap fakta, bukti, dan keterangan yang ada. 

Ketika masuk ke gelar perkara, ketiga unsur Gakkumdu duduk bersama 

dalam forum resmi untuk membahas secara mendalam. Mereka akan menguji 

beberapa hal penting, seperti apakah peristiwa tersebut benar terjadi, apakah ada 

unsur kesengajaan, apakah memenuhi rumusan pasal pidana dalam undang-undang 

pemilu atau pilkada, serta apakah alat bukti yang tersedia sudah cukup. Dalam 

forum ini sering terjadi diskusi atau perbedaan pandangan, misalnya antara 

perspektif pengawasan (Bawaslu) dengan pendekatan pembuktian hukum pidana 

(kepolisian dan kejaksaan). Hasil dari gelar perkara biasanya menghasilkan tiga 

kemungkinan. Pertama, perkara dinyatakan memenuhi unsur pidana sehingga 

dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian. Kedua, perkara belum memenuhi 

unsur sehingga perlu dilengkapi (misalnya menambah bukti atau saksi). Ketiga, 

perkara dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.
78
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Gelar perkara Gakkumdu berbeda dengan gelar perkara dalam penanganan 

pidana umum. Dalam konteks pemilu, waktunya sangat terbatas karena diatur oleh 

peraturan perundang-undangan, sehingga pembahasan harus dilakukan cepat 

namun tetap akurat. Selain itu, karena melibatkan tiga lembaga sekaligus, gelar 

perkara juga menjadi sarana sinkronisasi agar tidak terjadi perbedaan langkah 

antara pengawas, penyidik, dan penuntut. Lalu jika sudah terbukti maka terlapor 

akan melakukan verifikasi dikantor BKD melalui zoom bersama pihak BKN 

pusat.
79

 

Lebih lanjut untuk melanjutkan keterangan data penulis pihak Bawaslu 

Kabupaten Pinrang, kordiv penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa 

mengenai ungkapannya tentang alur penanganan laporan pelanggaran netralits 

PNS dari bawaslu pinrang ke BKN atau instansi terkait ruslan wadud mengatakan 

bahwa: 

―alurnya seperti itu tadi datang orang melapor sudah memenuhi syarat 
formil dan materil berarti pintu masuk sudah oke, langsung registrasi oleh 
bawaslu setelah di registrasi 1x24 jam menurut peraturan bawaslu no. 9 
tahun 2024 tentang penanganan pelanggaran maka disitu pasal 30 ayat 3 
mengatakan bahwa hasil kajian apakah itu ada pidananya atau hukum 
lainnya,kalo hukum lainnya maka diplenokan setelah itu diteruskan ke 
BKN melalui aplikasi SBT maka terinput seluruh indonesia, dan setelah 
itu menjadi urusan BKN kemudian endingnya ditunggu tidak lama dan 
bawaslu menyampaikan ke BKN melalui aplikasi tersebut, rekomendasi 
BKN disini saya liat diperlambat kenaikan pangkatnya, bermacam macam 
rekomendasi dari BKN, tetapi eksekutornya tetap bupati dan BKN 
mengirimkan surat perintah ke pj bupati untuk melakukan perintah 
rekomendasi dari BKN ‖

80
 

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak bawaslu Kabupaten Pinrang, 
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maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa alur penanganan laporan 

pelanggaran netralits PNS dari bawaslu pinrang ke BKN atau instansi terkait itu 

mesti memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana pada Dalam regulasi 

tersebut, Pasal 30 ayat (3) pada prinsipnya mengatur bahwa pembahasan dalam 

Sentra Gakkumdu dilakukan untuk menyimpulkan apakah suatu peristiwa yang 

ditangani merupakan tindak pidana pemilu atau bukan, berdasarkan hasil kajian, 

bukti, dan fakta yang diperoleh dalam proses penanganan. Ketentuan ini 

menegaskan fungsi inti dari forum Gakkumdu sebagai ruang analisis bersama 

antara pengawas pemilu, penyidik, dan jaksa sebelum perkara dilanjutkan ke tahap 

hukum berikutnya.
81

 

Pasal ini menunjukkan bahwa setiap laporan atau temuan tidak serta-merta 

langsung masuk ke tahap penyidikan, melainkan harus melalui proses pembahasan 

kolektif terlebih dahulu. Dalam pembahasan tersebut, seluruh unsur Gakkumdu 

menilai terpenuhinya unsur-unsur pidana, kecukupan alat bukti, serta relevansi 

peristiwa dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu. Hasil dari 

pembahasan ini kemudian menjadi dasar untuk menentukan apakah perkara 

dilanjutkan ke penyidikan oleh kepolisian atau tidak. Makna penting dari Pasal 30 

ayat (3) ini terletak pada penegasan bahwa keputusan dalam Gakkumdu bersifat 

kolektif-kolegial, sehingga tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh satu institusi 

saja.  

Lebih lanjut untuk menambahkan keterangan data penulis pihak Bawaslu 

Kabupaten Pinrang, kordiv penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa 

mengenai ungkapannya tentang efektivitas koordinasi Bawaslu Pinrang dengan 
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BKN, BKD, dan pemerintah daerah dalam kasus netralitas PNS ruslan wadud 

mengatakan bahwa: 

―iya, kalo kordinasinya lancar bahkan pemerintah daerah yang 
menfasilitasi kami untuk dipakai aulanya kantor bupati saat melakukan 
sosialiasi netralitas ASN kemarin kemudian semua akomodasi, konsumsi 
terhadap peserta, narasumber dari BKN pusat PEMDA semua yang 
sediakan, kami cuma pelaksana‖

82
 

Lebih lanjut untuk menambahkan keterangan data penulis pihak Bawaslu 

Kabupaten Pinrang, kordiv penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa 

mengenai ungkapannya tentang apa kendala sumber daya (SDM, anggaran, 

teknologi) yang dihadapi Bawaslu Pinrang dalam menangani pelanggaran ruslan 

wadud mengatakan bahwa: 

―kendalanya di tenaga personil staf penanganan pelanggaran, kurang 
orangnya, cuma 2 orang, sementara dimana politik uang, netralitas ASN, 
netralitas kades, dan ingat durasi penanganan pelanggaran untuk pilkada 
cuma 3 hari + 2, maksimal cuma 5 hari‖ 

Lebih lanjut untuk menambahkan keterangan data penulis pihak Bawaslu 

Kabupaten Pinrang, kordiv penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa 

mengenai ungkapannya tentang seberapa efektif sanksi yang diterapkan terhadap 

PNS pelanggar netralitas di Pinrang sebagai efek jera ruslan wadud mengatakan 

bahwa: 

―kurang efektif mulai dari regulasi, mulai dari keterlibatannya PNS 
kegiatan politik praktis, sanksi hukumnya cuma maksimal 6 bulan kalo 
menurut saya itu tidak membuat jera kira kira  kalo cuma 6 bulan, 
kemudian masuk tuntutan, kemudian ada pertemuan tahanan bisa bisa 
cuma 1 minggu saja dia jalani, dan kami disini cuma 1x bandingnya ke 
PT (Pengadilan Tinggi) tidak ada kasasi karna putusan PT sudah 
mengikat, efek jeranya tidak ada, makanya kami dari bawaslu seindonesia 
jika ada pelatihan dijakarta selalu kami diberikan motivasi bahwa 
bawaslu jangan terlalu menggila untu mempenjarakan masuk di norma 
pidana lebih baik masuk di sanksi sosial, seperti dalam baha bugisnya 
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dipakasiri, umumkan dimedia, setip saat dia disurati, kemudian atasannya 
disurati kirikanan bahwa anak buahmu terbukti bersalah, seperti pula 
halnya diviralkan‖

83
 

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak bawaslu Kabupaten Pinrang, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa efektif sanksi yang diterapkan 

terhadap PNS pelanggar netralitas sebagai efek jera sangatlah kurang memadai 

jika hanya berdasarkan sanksi hukum positif yang ada, dan akan lebih memadai 

jika hukuman lebih mengarah pada sanksi sosial. Rekomendasi dari pihak bawaslu 

lebih memilih memberikan sanksi sosial untuk lebih menjerakan. 

Lebih lanjut untuk menambahkan keterangan data penulis pihak Bawaslu 

Kabupaten Pinrang, kordiv penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa 

mengenai ungkapannya tentang dampak penanganan pelanggaran netralitas oleh 

Bawaslu terhadap integritas pemilu di Pinrang ruslan wadud mengatakan bahwa: 

―diluar dari dampak pribadi, yang lebih besar itu PEMDA menekan 
anggaran bawaslu karena dari sana semua sumber pilkada, sekian mo 
mukasi bawslu karna naruntu leng tomi PNS ta, tidak seperti KPU, jadi 
itu dampaknya‖

84
 

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak bawaslu Kabupaten Pinrang, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dampak penanganan pelanggaran 

netralitas oleh Bawaslu terdapat hal hal yang membuat PEMDA menekan 

anggaran bawaslu.  

Adapun struktur organisasi sentra gakkumdu bawaslu kabupaten pinrang 

sebagai berikut: 
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a. Penasihat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang. 

Penasehat Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang sebagaimana 

dijabat oleh: 

1) Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang  

Andi Fitriani Bakri, M. Pd. 

2) Kepala Kepolisian Resor Pinrang 

Akbp Santiaji Kartasasmita, S.I.K 

3) Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang 

Agus Khairuddin, S.H., MH. 

b. Pembina Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang. 

Pembina Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang Dijabat Oleh: 

1) Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat Dan 

Humas Bawaslu Kabupaten Pinrang (Ripah Wardana Ms., SE., SH., 

M.Kn) 

2) Wakapolres Kepolisian Resor Pinrang (Kompol . H. Muhabar, S.Ag) 

3) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pinrang 

(Margaretha Harty Paturu, SH., MH.) 

c. Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang. 

Koordinator Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Pinrang Terdiri 

Dari: 

1) Koordinator Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran Dan 

Penyelesaian Sengketa (Ruslan Wadud, SH., MH) 

2) Kasatreskrim Kepolisian Resor Pinrang (Akp, Muhalis Hairuddin, SH., 

MH.) 

3) Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan 

Negeri Pinrang (Adliah Nur Fadhilah Asri, SH.) 
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d. Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang 

Adapun Personil Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang 

Adalah: 

1) Hj. Halijah Side, SH. (Kasek Bawaslu Kabupaten Pinrang) 

2) Hilda Mulyono, SH. (Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang) 

3) Apriani, SH. (Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang) 

4) Wahidin Baharuddin B., SH. (Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang) 

5) Muh. Rijal R., S.Ip. (Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang) 

6) Ipda Kaharuddin Syah, S.Pd. (Kanit Tahbang Sat Reskrim Polres 

Pinrang) 

7) Aipda. Andi Hendra, SH. (Ps. Kaur Mintu) 

8) Bripka. Darwan, SH. (BANIT V) 

9) Bripka. Muhammad Yasin, SH. (BANIT I) 

10) Bripka. Faisal Bakhriadi (BANIT III) 

11) Briptu. Nurfadillah Latif ( BANIT III) 

12) Kopsul Zen Tomy Aprianto, SH. (Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri 

Pinrang) 

13) Andi Kalsum, SH., MH. (Kasi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan 

Negeri Pinrang) 

14) Johana Josephina Sattu, SH.,MH. (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri 

Pinrang) 

15) Ramdhan Dwi Saputra, SH., MH. (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri 

Pinrang) 

16) Pebrianto Patulak, SH. ( Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pinrang) 

3. Analisis Siyasah Syar’iyah Terhadap Penanganan Netralitas Pns Di 

Bawaslu Kabupaten Pinrang 

Dalam perspektif siyasah syar’iyah, setiap penyelenggaraan pemerintahan 
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harus berorientasi pada terciptanya kemaslahatan umum (maslahah) serta 

menghindarkan masyarakat dari kerusakan (mafsadah). Oleh karena itu, netralitas 

PNS dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah merupakan bagian penting dari 

upaya menjaga keadilan demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
85

 

Siyasah syar’iyah sendiri merupakan konsep pengelolaan urusan publik 

yang dilakukan oleh pemerintah atau pemegang otoritas dengan tujuan 

mewujudkan kemaslahatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariat Islam. Dalam konteks penanganan pelanggaran netralitas PNS, 

Bawaslu Kabupaten Pinrang memiliki peran sebagai lembaga yang menjalankan 

fungsi pengawasan demi menjaga proses demokrasi agar berlangsung jujur dan 

adil. Tindakan pengawasan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk amar ma‘ruf 

nahi munkar dalam sistem ketatanegaraan modern, karena lembaga pengawas 

berusaha mencegah tindakan yang dapat merusak integritas pemilu. 

Netralitas PNS sangat penting dalam pandangan siyasah syar’iyah karena 

aparatur negara merupakan pelayan masyarakat, bukan alat politik kelompok 

tertentu. Ketika seorang PNS berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam 

Pilkada, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan, 

penyalahgunaan jabatan, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintahan. Dalam Islam, keadilan merupakan prinsip utama dalam 

kepemimpinan. Allah SWT memerintahkan agar amanah disampaikan kepada 

yang berhak dan setiap keputusan dilakukan secara adil. Oleh sebab itu, 

keberpihakan PNS dalam politik praktis bertentangan dengan prinsip amanah dan 
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keadilan yang menjadi dasar siyasah syar’iyah.
86

 

Prinsip utama siyasah syar’iyah adalah terciptanya kemaslahatan umum. 

Imam Al-Mawardi dalam konsep siyasah menjelaskan bahwa pemerintahan harus 

dijalankan demi menjaga agama dan mengatur urusan dunia secara adil. Netralitas 

PNS sangat penting karena ASN merupakan pelayan masyarakat, bukan alat 

politik penguasa atau kelompok tertentu. Jika ASN tidak netral, maka pelayanan 

publik akan cenderung diskriminatif dan berpotensi menciptakan ketidakadilan 

dalam masyarakat. Oleh sebab itu, langkah Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam 

menerima laporan, melakukan kajian awal, memeriksa dugaan pelanggaran, 

hingga merekomendasikan sanksi kepada instansi terkait merupakan bentuk 

implementasi prinsip keadilan dalam siyasah syar‘iyah. Hal ini sejalan dengan 

firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisaa (4) 58 : 

                                                                                                       
               

                                                                                
     ٥٨   

   Terjemahnya : 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, 
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat. 

Setiap jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil dan 

bertanggung jawab. Netralitas PNS, ASN memiliki amanah sebagai pelayan publik 

sehingga tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik tertentu. 

Dalam kedudukannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), seorang PNS 
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memiliki amanah sebagai pelayan publik yang bertugas memberikan pelayanan 

kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang politik, suku, 

agama, maupun kepentingan golongan tertentu. 
87

 

Sebagai pelayan publik, ASN memiliki tanggung jawab moral dan 

administratif untuk menjalankan tugas berdasarkan prinsip keadilan, integritas, dan 

profesionalisme. Pelayanan yang diberikan harus berorientasi pada kepentingan 

masyarakat, bukan pada kepentingan penguasa atau calon tertentu. Oleh sebab itu, 

netralitas menjadi syarat penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik serta 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena 

itu, PNS dituntut untuk bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon, 

partai politik, ataupun kelompok politik tertentu, terutama dalam pelaksanaan 

pemilu dan pilkada. Sikap netral tersebut penting agar pelayanan publik tetap 

berjalan secara adil, objektif, dan tidak digunakan sebagai alat kepentingan politik 

praktis. Penanganan pelanggaran netralitas oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang 

merupakan bentuk menjaga amanah pemerintahan agar tetap berjalan secara adil 

dan profesional. 
88

 

Penanganan pelanggaran netralitas PNS oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang 

dapat dianalisis dari aspek kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam 

menjaga stabilitas sosial-politik. Dalam siyasah syar’iyah, pemerintah memiliki 

kewajiban untuk menutup segala celah yang dapat menimbulkan kerusakan dalam 

masyarakat. Konsep ini dikenal dengan istilah sadd az-zari‘ah, yaitu mencegah 

                                                           
87

 Nurmiya Okta Pratiwi, ―Pelaksanaan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan 

Umum Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Perspektif Fiqih Siyasah‖ (Uin Fatmawati 

Sukarno, 2021). 

88
Edio Mariano Piedade Soares, Etika Pemerintahan Daerah Jalan Menuju Pelayanan Publik 

Yang Berkeadaban (CV. Intelektual Manifes Media, 2025). 



93 

 

 

 

sesuatu yang dapat mengarah pada kemudaratan. Ketika Bawaslu melakukan 

pengawasan terhadap ASN yang diduga tidak netral, tindakan tersebut merupakan 

bentuk pencegahan agar birokrasi tidak digunakan sebagai instrumen politik oleh 

pihak tertentu. Jika birokrasi tidak netral, maka akan terjadi ketimpangan 

kekuasaan yang dapat merusak prinsip demokrasi dan menciptakan ketidakadilan 

dalam kontestasi politik.
89

 

Dalam praktiknya, Bawaslu Kabupaten Pinrang menjalankan mekanisme 

penanganan pelanggaran melalui penerimaan laporan, penelusuran informasi, 

klarifikasi, kajian, hingga pemberian rekomendasi kepada instansi yang berwenang 

seperti Komisi ASN atau pejabat pembina kepegawaian. Dari sudut pandang 

siyasah syar’iyah, proses ini mencerminkan prinsip tabayyun atau verifikasi 

terhadap suatu informasi sebelum menjatuhkan keputusan. Islam mengajarkan 

bahwa suatu perkara harus diperiksa secara cermat agar tidak terjadi kezaliman 

terhadap pihak tertentu. Oleh karena itu, penanganan yang dilakukan secara 

profesional, objektif, dan berdasarkan bukti merupakan bentuk implementasi nilai 

keadilan dalam siyasah syar’iyah. 

Selain itu, penanganan netralitas PNS juga berkaitan dengan prinsip 

maslahah mursalah, yaitu kebijakan yang diambil demi kepentingan umum 

walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash. Regulasi mengenai 

netralitas ASN pada dasarnya bertujuan menjaga profesionalitas birokrasi dan 

melindungi hak politik masyarakat agar proses pemilu berlangsung secara 

demokratis. Dalam perspektif siyasah syar’iyah, kebijakan tersebut dapat diterima 
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karena membawa manfaat yang besar bagi masyarakat dan negara. Penegakan 

netralitas ASN juga membantu menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah 

dan lembaga demokrasi.
90

 

Siyasah syar’iyah juga dapat melihat adanya tantangan dalam 

implementasi penanganan pelanggaran netralitas PNS. Dalam beberapa kasus, 

sanksi terhadap ASN yang melanggar sering dianggap belum memberikan efek 

jera karena proses penjatuhan sanksi berada pada instansi lain. Hal ini 

menyebabkan rekomendasi Bawaslu terkadang tidak ditindaklanjuti secara 

maksimal. Dari perspektif siyasah syar’iyah, kondisi tersebut menunjukkan belum 

optimalnya pelaksanaan prinsip al-‗adl wa al-musawah, yaitu keadilan dan 

persamaan di hadapan hukum. Dalam Islam, hukum harus ditegakkan tanpa 

membedakan status, jabatan, maupun kedekatan politik agar tercipta ketertiban 

sosial yang adil.
91

 Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.s  Al-Maidah 

(5) : 8 :  

            
                             

                                                                                           

                                                                                              
            ٨ 

Terjemahnya: 

―Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk 
berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa.‖ 

Keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi, 
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kelompok, maupun politik. Dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada, Bawaslu 

Kabupaten Pinrang harus bersikap independen dan objektif terhadap setiap laporan 

pelanggaran netralitas ASN. Semua ASN yang terbukti melanggar harus diproses 

sesuai aturan tanpa melihat kedekatan politik, jabatan, ataupun status sosialnya. 

Dalam siyasah syar’iyah, sikap adil merupakan fondasi utama pemerintahan yang 

baik karena ketidakadilan dapat menimbulkan kekacauan sosial dan hilangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap negara.
92

 

Di sisi lain, keberadaan Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam mengawasi 

netralitas PNS menunjukkan adanya upaya negara untuk menjaga etika politik dan 

tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam siyasah syar’iyah, pemimpin dan 

aparat negara wajib menjaga integritas serta tidak menggunakan kekuasaan untuk 

kepentingan pribadi maupun golongan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap 

ASN bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga 

moralitas pemerintahan. Ketika Bawaslu mampu menjalankan tugasnya secara 

independen dan profesional, maka hal tersebut sejalan dengan tujuan siyasah 

syar’iyah dalam menciptakan pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi 

pada kemaslahatan rakyat. Hal ini sebagaimana konsep netralitas ASN juga 

berkaitan dengan larangan menyalahgunakan kekuasaan. Rasulullah SAW 

bersabda: 

                                                  
    » 

Artinya: 

―Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai 
pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.‖ (HR. Bukhari dan Muslim) 
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Hadis ini menjelaskan bahwa setiap pejabat atau aparatur pemerintah 

memiliki tanggung jawab moral dan spiritual atas jabatan yang diembannya. PNS 

sebagai bagian dari birokrasi negara wajib mempertanggungjawabkan 

tindakannya, termasuk dalam menjaga netralitas politik. Ketika seorang ASN 

memihak kepada calon tertentu, maka ia telah menyalahgunakan amanah publik. 

Oleh karena itu, tindakan Bawaslu dalam mengawasi dan menindak pelanggaran 

netralitas ASN merupakan bagian dari upaya menjaga pertanggungjawaban moral 

dalam pemerintahan menurut ajaran Islam. 
93

 

Untuk memastikan bahwa penanganan netralitas pns di bawaslu dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip netralitas pns yang selaras dengan siyasah syar‘iyah yaitu :  

1. Prinsip keadilan (‗adl). Dalam siyasah syar‘iyah 

Keadilan merupakan dasar utama dalam menjalankan pemerintahan dan 

penegakan hukum. Bawaslu harus menangani setiap dugaan pelanggaran 

netralitas PNS secara objektif tanpa membedakan kedudukan, jabatan, 

maupun afiliasi politik pihak yang diperiksa. siyasah syar‘iyah juga 

menekankan pentingnya amanah dalam penyelenggaraan pemerintahan. PNS 

diberikan amanah untuk melayani masyarakat dan menjalankan tugas negara 

secara profesional. Ketika seorang ASN terlibat dalam politik praktis, maka ia 

telah menyalahgunakan amanah jabatan yang diberikan negara. Oleh sebab itu, 

Bawaslu harus memastikan bahwa penanganan pelanggaran dilakukan secara 

tegas agar mampu menjaga integritas birokrasi. Hal ini sesuai dengan hadis 

Rasulullah SAW: 
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Artinya : 

―Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai 

pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.‖ (HR. Bukhari dan 

Muslim). 

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap pejabat maupun aparatur 

negara memiliki tanggung jawab moral dan spiritual atas jabatan yang 

diembannya. Dalam konteks netralitas PNS, tanggung jawab tersebut 

diwujudkan dengan menjaga profesionalitas dan tidak menggunakan jabatan 

untuk mendukung kepentingan politik tertentu. 

2. Prinsip maslahah atau kemaslahatan umum. Dalam siyasah syar‘iyah 

 Seluruh kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk menjaga 

kepentingan masyarakat luas. Penanganan netralitas PNS bertujuan 

menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis sehingga stabilitas 

pemerintahan serta kepercayaan publik tetap terjaga. Apabila ASN tidak 

netral, maka birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan politik 

kekuasaan yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Oleh karena itu, 

langkah pencegahan, pengawasan, hingga pemberian sanksi terhadap 

pelanggaran netralitas PNS merupakan bagian dari upaya menjaga 

kemaslahatan publik.
94

 Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Ali 

Imran/ 3 : 104. 

                                        
             

             
                                         

    

                          
          ١٠٤   

Terjemahnya : 
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―Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‘ruf dan mencegah dari 

yang munkar.‖ 

Dalam siyasah syar‘iyah juga dikenal prinsip amar ma‘ruf nahi munkar, yaitu 

mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Peran Bawaslu dalam 

mengawasi netralitas ASN dapat dipahami sebagai bentuk nahi munkar karena 

lembaga tersebut berupaya mencegah penyalahgunaan jabatan dan praktik 

ketidakadilan dalam proses demokrasi. 
95

 

Sikap profesional akan menentukan hasil dari pekerjaan yang ia lakukan, 

apabila ia melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan dan 

menjalankannya dengan baik, maka dia akan mendapatkan balasan dengan apa yang 

sesuai ia kerjakan, jika ia mengerjakan pekerjaan sesuai dengan aturan maka ia akan 

mendapatkan hasil yang baik pula, dan bila ia mengerjakan pekerjaan tidak sesuai 

dengan aturan maka hasil yang di dapatkan juga tidak akan baik hasilnya. Hal ini 

dijelaskan dalam Islam yang terdapat pada Q.S Al-Zalzalah (99) 7-8:  

                                                                                        
             ٨ 

Terjemahnya : 

"Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya akan 

melihat (balasan) nya. "Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 

dzarrahpun, niscaya dia akan melihat". Sebagaimana pula hal ini Rasulullah 

SAW: 

                            » 

Artinya : 

―Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami.‖ (HR. 

Muslim) 
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Makna hadis ini dalam konteks netralitas PNS adalah larangan melakukan 

manipulasi atau penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak kepercayaan 

masyarakat. ASN yang menggunakan fasilitas negara atau pengaruh jabatan untuk 

memenangkan calon tertentu pada dasarnya telah mencederai prinsip kejujuran dan 

profesionalitas. Dalam siyasah syar‘iyah, tindakan semacam ini termasuk bentuk 

pengkhianatan terhadap amanah rakyat karena birokrasi seharusnya melayani seluruh 

masyarakat secara setara. 

Penanganan netralitas PNS oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang juga dapat 

dianalisis melalui prinsip maslahah mursalah, yaitu kebijakan yang diambil 

pemerintah demi kemaslahatan umum meskipun tidak disebutkan secara rinci dalam 

nash. Regulasi tentang netralitas ASN dibuat untuk menjaga stabilitas demokrasi, 

mencegah konflik kepentingan, dan menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Dalam 

perspektif Islam, kebijakan yang bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan sosial 

dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, aturan 

mengenai netralitas ASN dan kewenangan Bawaslu dalam menindak pelanggaran 

merupakan bentuk siyasah syar‘iyah modern yang bertujuan menjaga kemaslahatan 

masyarakat. 
96

 

Keberhasilan penanganan netralitas PNS dapat dilihat dari dua aspek utama, 

yaitu keberhasilan secara kuantitas dan keberhasilan secara kualitas. Kedua aspek ini 

saling berkaitan karena penanganan pelanggaran netralitas ASN atau PNS tidak hanya 

diukur dari banyaknya kasus yang ditangani, tetapi juga dari bagaimana proses 

penanganan tersebut mampu menciptakan keadilan, efek jera, serta menjaga 
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kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pemilu yang 

demokratis.
97

 

Dalam perspektif hukum dan pemerintahan, netralitas ASN merupakan bagian 

dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. 

Oleh karena itu, keberhasilan penanganannya harus mencerminkan nilai keadilan, 

kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penanganan yang berhasil akan memperkuat 

legitimasi pemilu, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara, serta 

memastikan bahwa birokrasi tetap bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk 

kepentingan kelompok politik tertentu.
98

 

Dalam perspektif siyasah syar‘iyah, keberhasilan penanganan netralitas PNS 

juga berkaitan dengan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab pemimpin 

terhadap rakyat. Islam menegaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan wajib 

menjalankan tugas secara adil dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan 

pribadi maupun golongan tertentu.
99

 

B. Pembahasan 

1. Implementasi Penanganan Pelanggaran Netralitas Pns Pada Pilkada 2024 

Di Kabupaten Pinrang 

Implementasi penanganan pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang merupakan sebuah proses yang 
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tidak hanya bersifat normatif berdasarkan aturan hukum, melainkan juga sangat 

administratif dan politis karena bersinggungan langsung dengan dinamika 

kekuasaan dalam konteks pemilihan kepala daerah. Pada pemikiran Prof. Dr. 

Miriam Budiardjo mengenai konsep demokrasi, khususnya mengenai prinsip 

Negara Hukum (Rechtsstaat) dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, 

menjadi pisau analisis yang sangat relevan. Miriam Budiardjo menegaskan bahwa 

salah satu unsur esensial dari komitmen negara demokrasi adalah adanya jaminan 

terhadap tegaknya hukum serta penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan 

kompetitif. 
100

 

Dalam struktur birokrasi, netralitas ASN dan PNS merupakan pilar utama 

penopang keadilan pemilu tersebut, sebab ketika aparatur negara tidak netral dan 

bebas dari pengaruh serta intervensi semua golongan maupun partai politik, maka 

prinsip kesetaraan (equality) dalam demokrasi akan cedera. Oleh karena itu, setiap 

tindakan PNS yang menunjukkan keberpihakan politik praktis dapat dikategorikan 

sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip dasar penyelenggaraan kebijakan dan 

manajemen negara yang demokratis.
101

 

Teori Miriam Budiardjo menekankan pentingnya infrastruktur politik dan 

kesadaran warga negara dalam menopang institusi demokrasi, di mana upaya 

pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang mencerminkan 

pemenuhan fungsi edukasi politik tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Staf Bawaslu Pinrang, Bayu Kurniawan, pihak Bawaslu telah mengupayakan 
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langkah preventif secara maksimal melalui program sosialisasi netralitas dengan 

turun langsung ke kantor-kantor pemerintahan, kantor desa, kelurahan, hingga 

kecamatan sebelum tahapan kampanye dilakukan. Selain memberikan penjelasan 

dan masukan secara langsung kepada pegawai negeri sipil, strategi pencegahan ini 

juga diperluas melalui pemanfaatan media digital berupa pembuatan konten 

edukasi dan poster yang diunggah di akun Instagram resmi Bawaslu Pinrang. 

Secara teoretis, langkah sosialisasi massal ini menekankan bahwa meskipun PNS 

memiliki hak pilih, mereka dilarang keras menunjukkan keberpihakan, 

memanfaatkan jabatan, atau terlibat dalam politik praktis. 
102

 

Upaya edukatif ini krusial demi membentengi PNS agar terhindar dari 

intervensi atau godaan sogokan dari oknum calon legislatif yang memiliki perilaku 

menyimpang dan moralitas lemah saat mencalonkan diri pada Pemilu 2024 di 

Kabupaten Pinrang. Namun, realitas empiris menunjukkan kesenjangan yang 

besar, sebab meskipun upaya preventif telah dilakukan secara masif, angka 

pelanggaran di lapangan tetap tinggi, bahkan Pinrang tercatat sebagai salah satu 

daerah dengan jumlah pelanggaran netralitas ASN tertinggi di Sulawesi Selatan 

menjelang Pilkada 2024. 

Salah satu syarat esensial dari demokrasi konstitusional menurut Miriam 

Budiardjo adalah pemerintahan berdasarkan hukum, di mana Bawaslu Kabupaten 

Pinrang menempatkan Peraturan Bawaslu (PerBawaslu) Nomor 9 Tahun 2024 

sebagai instrumen operasional utama untuk memberikan kepastian hukum. 

Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 ini lahir sebagai perubahan atas Perbawaslu 
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Nomor 8 Tahun 2020 untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan kebutuhan 

praktik pengawasan Pilkada yang semakin kompleks agar berjalan lebih efektif 

dan cepat. Melalui regulasi teknis ini, mekanisme penanganan represif di Pinrang 

dilakukan dari tingkat kabupaten hingga Panwascam melalui tahapan pelaporan, 

penelusuran, kajian awal, klarifikasi, pengumpulan bukti, hingga pemeriksaan 

saksi untuk menentukan unsur pelanggaran. 
103

 

Dalam menangani fenomena ketidaknetralan ASN, instrumen demokrasi 

menyediakan dua jalur penegakan hukum sekaligus. Jalur pertama adalah 

penegakan administratif kepegawaian, di mana jika terbukti melanggar asas 

netralitas UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 94 Tahun 2021, hasil 

rekomendasi Bawaslu diteruskan ke BKN atau instansi terkait untuk dijatuhi 

sanksi disiplin. Jalur kedua adalah penegakan pidana pemilu, di mana jika 

pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana pemilihan berdasarkan UU Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Pilkada—seperti membuat keputusan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon serta terlibat 

kampanye—maka prosesnya diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk dijatuhi sanksi 

kurungan dan denda. Dari perspektif demokrasi, kombinasi dua jalur penegakan 

dan ketatnya tenggat waktu dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dimaksudkan 

agar penegakan hukum tidak berlarut-larut, menjaga integritas tahapan pemilu, 

serta meminimalisasi potensi pelanggaran PNS di masa depan. 
104

 

Meskipun secara prosedural-normatif mekanisme penanganan di 

Kabupaten Pinrang sudah berjalan sesuai aturan, secara empiris efektivitasnya 
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menghadapi kendala serius yang sangat kompleks di lapangan. Kasus 

ketidaknetralan di Pinrang sangat beragam dan melibatkan berbagai institusi, 

mulai dari dugaan pembentukan tim sukses oleh camat, keterlibatan kepala 

sekolah dalam aktivitas politik, hingga interaksi ASN dengan tokoh politik 

tertentu. Miriam Budiardjo dalam analisis demokrasinya menekankan bahwa 

efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kultur politik dan perilaku aktor 

kekuasaan, yang dalam konteks Pinrang, hambatan utamanya berakar pada 

rendahnya kesadaran hukum serta kuatnya relasi kekuasaan lokal. Staf Bawaslu 

Pinrang, Nurhalim, menyatakan bahwa semaksimal apa pun pencegahan dan 

edukasi media sosial yang dilakukan, hal itu akan sia-sia jika dari dalam diri PNS 

tidak memiliki kesadaran personal untuk tidak berpihak pada pasangan calon 

tertentu.
105

 

Kelemahan kultural ini diperparah oleh analisis Kordiv Penanganan 

Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pinrang, Ruslan Wadud, yang 

mengungkapkan bahwa sosialisasi aturan menjadi tidak efektif akibat persoalan 

karakter dan kedekatan personal PNS yang bersentuhan langsung dengan kandidat 

bupati. Motivasi pelanggaran ini didorong oleh struktur politik patron-klien, di 

mana PNS bersikap tidak netral demi mengharapkan balasan jasa berupa jabatan 

atau karena bentuk loyalitas buta kepada pimpinan. Selain itu, terdapat ironi 

penegakan hukum di mana sanksi pidana UU Pilkada tergolong sangat ringan 

karena maksimal hanya 6 bulan penjara, ditambah adanya jeda waktu birokrasi 

dalam menunggu rekomendasi sanksi. Hambatan substantif yang paling merusak 
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nilai demokrasi adalah fakta bahwa pejabat yang berwenang memberikan sanksi 

hukum kepegawaian (PPK) adalah Bupati selaku kepala daerah. Muncul 

kontradiksi yang tidak sehat dalam demokrasi lokal ketika seorang PNS yang telah 

membantu memenangkan calon bupati, pada akhirnya harus dijatuhi sanksi oleh 

bupati yang telah dibantunya tersebut, sehingga menimbulkan konflik kepentingan 

yang membuat efek jera tidak pernah optimal.
106

 

2. Efektivitas Penanganan Pelanggaran Netralitas Pns Di Bawaslu 

Kabupaten Pinrang  

Dalam perspektif Teori Pemilu yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Ramlan 

Surbakti, keberhasilan dan integritas suatu pemilu atau pilkada tidak hanya diukur 

dari aspek prosedural pemungutan suara semata, melainkan dari pemenuhan 

parameter pemilu yang demokratis, bersih, adil, dan berintegritas. Salah satu 

parameter krusial dalam mewujudkan pemilu berintegritas adalah netralitas 

birokrasi atau aparatur negara. Ketika birokrasi berpihak, maka kontestasi politik 

kehilangan keadilannya karena ada pemanfaatan sumber daya negara demi 

kepentingan politik praktis tertentu. Kasus di Kabupaten Pinrang menunjukkan 

adanya ancaman nyata terhadap parameter integritas pemilu ini. Hubungan 

kedekatan antara PNS dan elite politik lokal, kepentingan karier, loyalitas 

personal, serta adanya tekanan politik lokal merupakan faktor sosiologis yang 

mendorong tingginya pelanggaran netralitas tersebut. 
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Kondisi ini berimplikasi langsung pada kualitas demokrasi di tingkat lokal, 

di mana penanganan pelanggaran netralitas yang diupayakan oleh Bawaslu 

Kabupaten Pinrang sebenarnya menjadi benteng untuk mempertahankan kualitas 

pemilu agar tetap bersih dan adil. Namun, hambatan penegakan hukum di 

lapangan menghalangi pencapaian idealisme pemilu berintegritas tersebut, 

sehingga kompetisi yang adil antar-pasangan calon sulit terwujud sepenuhnya 

apabila birokrasi lokal masih terkontaminasi oleh kepentingan politik. 

Teori Efektivitas Hukum dari Prof. Dr. Soerjono Soekanto, suatu hukum 

dapat berjalan efektif di masyarakat apabila didukung oleh lima faktor utama yang 

saling memengaruhi, yaitu faktor hukum atau regulasinya sendiri, faktor penegak 

hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. 

Realita penanganan pelanggaran netralitas PNS di Kabupaten Pinrang 

menunjukkan adanya ketimpangan yang masif di antara kelima faktor tersebut, 

yang membuat sistem penanganan menjadi efektif secara prosedural tetapi belum 

efektif secara substantif.
108

 

Pertama, dari segi faktor hukum atau regulasi, terdapat kelemahan norma 

substantif di mana ancaman sanksi pidana pemilu maksimal hanya enam bulan, 

yang dirasa sangat ringan karena setelah melalui berbagai proses tuntutan dan 

pemotongan masa tahanan, pelanggar bisa jadi hanya menjalani hukuman fisik 

selama satu minggu. Selain itu, regulasi mengenai batasan waktu penanganan 

pelanggaran pilkada yang sangat sempit, yakni hanya tiga hari ditambah dua hari 

(maksimal lima hari), memaksa penegak hukum bekerja terburu-buru dan 
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membatasi ruang gerak pembuktian yang mendalam. Kedua, dari segi faktor 

penegak hukum, kewenangan kelembagaan Bawaslu dibatasi oleh undang-undang 

karena tidak memiliki otoritas eksekusi langsung dalam menjatuhkan sanksi 

administratif kepada PNS, melainkan hanya berwenang merekomendasikannya 

kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang nantinya diteruskan kepada 

Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Alur birokrasi yang 

panjang ini kerap memicu keterlambatan atau ketidaktegasan eksekusi oleh PPK di 

daerah.
109

 

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas penegakan hukum di Bawaslu 

Kabupaten Pinrang mengalami kendala serius pada aspek keterbatasan sumber 

daya manusia. Staf khusus yang menangani divisi penanganan pelanggaran hanya 

berjumlah dua orang. Jumlah yang sangat minim ini tentu tidak sebanding dengan 

beban kerja yang sangat berat dalam mengawasi berbagai potensi pelanggaran 

sekaligus, mulai dari politik uang, netralitas kepala desa, hingga netralitas ASN di 

seluruh wilayah kabupaten. Ditambah lagi, efektivitas penegakan hukum dari segi 

sarana ini terancam oleh adanya dampak politik anggaran, di mana Pemerintah 

Daerah (Pemda) cenderung menekan anggaran operasional Bawaslu karena merasa 

institusi pengawas ini terlalu agresif menindak PNS mereka yang tidak netral. 
110

 

Keempat dan kelima, dari faktor masyarakat dan kebudayaan birokrasi, 

budaya hukum di internal birokrasi Kabupaten Pinrang masih diwarnai oleh 

budaya patron-klien dan loyalitas personal kepada elite penguasa daripada 
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kepatuhan terhadap hukum normatif, sehingga sosialisasi dan imbauan yang 

diberikan belum cukup kuat menumbuhkan kesadaran etika birokrasi yang mandiri 

dan netral. 

Secara komprehensif, seluruh data wawancara dengan para responden dari 

Bawaslu Kabupaten Pinrang memberikan bukti empiris yang valid mengenai 

operasionalisasi teori-teori di atas. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

responden pertama, yaitu Bayu Kurniawan selaku Staf Bawaslu Kabupaten 

Pinrang, terungkap bahwa sebelum memasuki tahapan resmi pemilu atau pilkada, 

Bawaslu mengoptimalkan pencegahan dengan membuat Form A yang kemudian 

dikirimkan secara digital ke aplikasi SBT (Sistem Informasi Pengawasan 

Netralitas ASN). Bayu Kurniawan menegaskan bahwa Bawaslu sama sekali tidak 

memiliki kewenangan absolut untuk menyatakan seorang PNS bersalah atau tidak 

dalam ranah netralitas ASN. Seluruh berkas hasil penelusuran dikirimkan langsung 

ke pihak BKN, karena BKN-lah yang memiliki wewenang penuh untuk 

menganalisis dan menyatakan bersalah atau tidaknya terlapor. Kewenangan 

Bawaslu baru bergeser secara signifikan apabila dinamika politik telah memasuki 

tahapan kampanye resmi dan ditemukan adanya unsur tindak pidana pemilu, di 

mana Bawaslu dapat memproses pidana tersebut secara mandiri di tingkat lokal 

melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
111

 

Data empiris yang lebih mendalam disampaikan oleh responden kedua, 

yaitu Ruslan Wadud selaku Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran 

dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pinrang. Ruslan Wadud 
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mengungkapkan bahwa sepanjang pelaksanaan pengawasan, terdapat total 56 

laporan dan temuan dugaan pelanggaran netralitas PNS yang terbukti, namun dari 

jumlah total tersebut, yang berhasil diproses hingga tahapan penegakan hukum 

bersama Sentra Gakkumdu adalah sebanyak 11 orang. Sentra Gakkumdu ini 

memiliki sekretariat di kantor Bawaslu dan di dalamnya beranggotakan tiga unsur 

aparat penegak hukum, yaitu Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Ketiga unsur ini 

melaksanakan forum resmi berupaya gelar perkara untuk menguji keterpenuhan 

syarat formil dan materiil sebagai pintu masuk registrasi laporan. Gelar perkara ini 

menjadi ruang krusial untuk menentukan apakah suatu peristiwa mengandung 

dugaan pelanggaran, pasal sangkaan yang tepat, serta menguji aspek pembuktian 

hukum.
112

 

Ruslan Wadud menjelaskan bahwa jika hasil kajian awal Bawaslu 

menunjukkan tidak ada unsur pidana pemilu melainkan hanya murni pelanggaran 

hukum lainnya (etika/administratif), maka penanganannya diplenokan lalu 

diteruskan ke BKN Pusat melalui aplikasi SBT. Namun, apabila terjadi irisan 

peristiwa di mana suatu kasus memenuhi unsur hukum lainnya sekaligus unsur 

pidana pemilu, maka Sentra Gakkumdu akan menggelar perkara pidananya 

terlebih dahulu di Bawaslu, sementara berkas administrasinya tetap diteruskan ke 

BKN. Setelah berkas masuk ke BKN, terlapor akan menjalani proses verifikasi 

secara daring melalui Zoom yang difasilitasi di kantor Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) di kantor bupati. Meskipun koordinasi dalam hal fasilitas sosialisasi 

berjalan lancar di mana Pemda memfasilitasi aula, konsumsi, akomodasi, dan 
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narasumber dari BKN Pusat eksekusi sanksi tetap menjadi tantangan. 

Rekomendasi sanksi dari BKN bervariasi, salah satunya adalah penundaan atau 

diperlambatnya kenaikan pangkat PNS yang bersangkutan. Namun, Bawaslu tetap 

bertindak sebagai penyampai rekomendasi, sedangkan eksekutor akhir di daerah 

tetap berada di tangan bupati, di mana BKN mengirimkan surat perintah langsung 

kepada Penjabat (Pj) Bupati untuk mengeksekusi rekomendasi sanksi tersebut.
113

 

Kelemahan substantif dari sanksi hukum positif ini diakui secara terbuka 

oleh Ruslan Wadud, yang menyatakan bahwa sanksi pidana maksimal enam bulan 

sangat kurang efektif dan sama sekali tidak menimbulkan efek jera bagi para PNS 

yang terlibat politik praktis. Karena sanksi hukum positif dirasa mandul, Ruslan 

Wadud memaparkan bahwa Bawaslu se-Indonesia dalam forum-forum pelatihan 

nasional selalu dimotivasi untuk tidak terlalu memaksakan penegakan pada norma 

pidana kurungan, melainkan lebih mengoptimalkan pemberian sanksi sosial. 

Dalam konteks budaya lokal masyarakat Pinrang, sanksi sosial ini dikaitkan 

dengan konsep falsafah Bugis yaitu "dipakasiri" atau dipermalukan. Bentuk sanksi 

sosial ini diaplikasikan dengan cara mengumumkan identitas pelanggar di media 

massa, memviralkan kasusnya, serta menyurati atasan maupun lingkungan kerja 

PNS tersebut secara berkala untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan telah 

terbukti bersalah melanggar netralitas. Rekomendasi sanksi kultural dan sosial ini 

dinilai jauh lebih efektif memberikan hukuman moral jangka panjang 

dibandingkan sanksi pidana pendek. Di sisi lain, penegakan hukum yang progresif 

ini membawa dampak balik yang kontraproduktif terhadap eksistensi lembaga, di 
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mana Ruslan Wadud membeberkan fakta bahwa Pemerintah Daerah melakukan 

penekanan atau pengurangan terhadap anggaran operasional Bawaslu Kabupaten 

Pinrang. Tindakan penekanan anggaran oleh Pemda ini dipicu oleh rasa 

ketidaksukaan atau resistensi politik karena banyak aparatur sipil negara (PNS) 

mereka yang ditindak dan diproses hukum oleh Bawaslu, sebuah dinamika yang 

tidak dialami oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah tersebut.
114

 

Potret empiris dari wawancara Bayu Kurniawan dan Ruslan Wadud ini 

secara gamblang membuktikan hipotesis bahwa efektivitas hukum di Bawaslu 

Kabupaten Pinrang terhambat oleh struktur hukum (kewenangan beralih ke BKN 

dan eksekusi di tangan Bupati), substansi hukum (sanksi pidana terlalu ringan dan 

durasi waktu penanganan terlalu singkat), serta sarana penegakan (kekurangan staf 

penanganan dan intervensi anggaran dari Pemda), yang pada akhirnya mencederai 

cita-cita perwujudan pemilu berintegritas dan adil sebagaimana 

dikonseptualisasikan dalam Teori Pemilu Ramlan Surbakti.
115

 

3. Analisis Siyasah Syar’iyah Terhadap Penanganan Netralitas Pns Di 

Bawaslu Kabupaten Pinrang 

Dalam konstruksi pemikiran Siyasah Syar'iyyah Ibnu Taimiyah yang 

tertuang dalam kitab monumental beliau, Al-Siyasah al-Syar'iyyah, poros utama 

dari seluruh tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik didasarkan pada dua 

pilar fundamental, yaitu pemenuhan amanah (ada‘ al-amanat) dan penegakan 
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keadilan di antara manusia (al-‗adl bayna al-nas). Konsep ini berakar langsung 

pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58, yang 

memerintahkan para pemegang otoritas untuk menyampaikan amanah kepada 

yang berhak serta menetapkan hukum secara adil. Jika ditarik ke dalam lokus 

penelitian di Kabupaten Pinrang, kedudukan PNS atau Aparatur Sipil Negara 

(ASN) secara hakiki merupakan para pengemban amanah publik. 
116

 

Jabatan, fasilitas negara, dan otoritas birokrasi yang melekat pada diri 

seorang PNS adalah amanah dari rakyat yang wajib digunakan demi kemaslahatan 

umum (maslahah ammah), bukan sebagai instrumen politik praktis untuk 

memenangkan kelompok atau pasangan calon tertentu dalam Pemilihan Kepala 

Daerah (Pilkada) . ketika seorang PNS di Kabupaten Pinrang tidak netral dan 

terlibat aktif dalam politik praktis, dalam pandangan Ibnu Taimiyah, tindakan 

tersebut dikategorikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan 

penguasa (khianat al-amanah) karena birokrasi yang seharusnya melayani seluruh 

lapisan masyarakat secara setara telah bergeser menjadi alat kepentingan politik 

yang diskriminatif.
117

 

Melalui kacamata institusional, keberadaan Bawaslu Kabupaten Pinrang 

dalam mengawasi, memproses, dan merekomendasikan sanksi atas pelanggaran 

netralitas PNS merupakan manifestasi nyata dari pelaksanaan fungsi negara untuk 

menegakkan amanah dan keadilan tersebut. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa 

tujuan utama didirikannya sebuah kekuasaan atau institusi publik adalah untuk 
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memperbaiki urusan agama dan urusan dunia demi kemaslahatan hamba-Nya. 

Aktivitas pengawasan pemilu ini secara struktural sangat selaras dengan doktrin 

amar ma'ruf nahi munkar dalam sistem ketatanegaraan modern. Peran Bawaslu 

dikategorikan sebagai tindakan nahi munkar karena secara aktif berikhtiar 

menutup celah manipulasi, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta 

menghalau segala bentuk ketidakadilan yang dapat merusak integritas proses 

demokrasi di daerah. Landasan teologis dari langkah pencegahan dan penindakan 

ini diperkuat oleh Surah Ali Imran ayat 104 yang memerintahkan adanya 

segolongan umat untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. 

Oleh karena itu, seluruh rangkaian prosedur yang dilakukan oleh Bawaslu mulai 

dari penerimaan laporan, pelaksanaan kajian awal, hingga proses verifikasi 

bukanlah sekadar formalitas administratif belaka, melainkan sebuah kewajiban 

moral dan spiritual untuk memelihara kesucian amanah pemerintahan.
118

 

Ibnu Taimiyah juga sangat menekankan aspek penegakan keadilan yang 

tanpa tebang pilih (al-‗adl wa al-musawah). Dalam pandangan beliau, hukum 

harus ditegakkan secara objektif dan setara kepada semua manusia tanpa 

terpengaruh oleh faktor kedekatan personal, status sosial, maupun afinitas politik 

tertentu. Prinsip ini bersandar pada Surah Al-Maidah ayat 8 yang menegaskan 

bahwa kebencian ataupun kecintaan terhadap suatu kaum tidak boleh mendorong 

seseorang untuk berlaku tidak adil. Dalam konteks operasional Bawaslu 

Kabupaten Pinrang, prinsip ini menuntut independensi dan objektivitas yang 

mutlak. Setiap aparatur sipil negara yang terbukti secara sah dan meyakinkan 
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melakukan pelanggaran netralitas harus diproses sesuai dengan koridor hukum 

yang berlaku, tanpa memandang seberapa tinggi jabatannya atau seberapa dekat 

relasi politiknya dengan elite penguasa lokal.
119

 

Keadilan yang ditegakkan secara konsisten ini sangat krusial, karena Ibnu 

Taimiyah memiliki ungkapan yang sangat masyhur bahwa Allah akan 

menegakkan negara yang adil meskipun ia kafir, dan tidak akan menegakkan 

negara yang zalim meskipun ia Muslim. Ketidakadilan dan ketidaktegasan dalam 

memproses pelanggaran di tingkat birokrasi lokal berpotensi memicu hilangnya 

kepercayaan publik (distrust) terhadap legitimasi pemilu dan wibawa pemerintah. 

Mekanisme penanganan pelanggaran yang dijalankan oleh Bawaslu Kabupaten 

Pinrang, seperti pengumpulan bukti, pengkajian pasal sangkaan, dan klarifikasi 

para pihak, mencerminkan implementasi prinsip tabayyun dalam tradisi hukum 

Islam. Islam sangat melarang pengambilan keputusan hukum secara tergesa-gesa 

tanpa adanya proses verifikasi yang cermat, karena hal tersebut dapat 

menjerumuskan institusi pada perbuatan zalim kepada pihak yang tidak bersalah. 

Dengan mengedepankan pembuktian yang kuat dan profesional, Bawaslu tidak 

hanya berusaha menghukum yang bersalah, tetapi juga melindungi hak-hak 

individu agar terhindar dari fitnah politik. Aspek kualitas penanganan pelanggaran 

ini dinilai dari kemampuannya menjalankan due process of law secara transparan 

dan akuntabel demi menghasilkan kemanfaatan hukum yang hakiki.
120

 

Realita penanganan di lapangan dihubungkan dengan tantangan sanksi 
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hukum positif yang dinilai kurang memberikan efek jera, pemikiran Ibnu 

Taimiyah mengenai kebijakan takzir (siyasah al-ta'zir) menjadi sangat relevan 

untuk diajukan sebagai solusi alternatif. Dalam teori hukum Islam, sanksi yang 

tidak ditentukan batasannya secara definitif dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis) 

masuk ke dalam ranah takzir, di mana otoritas pemegang kebijakan memiliki 

kebebasan untuk merumuskan jenis hukuman yang paling efektif membawa 

maslahat dan mencegah kerusakan (mafsadah). Mengingat sanksi pidana kurungan 

yang ada saat ini relatif singkat dan eksekusi sanksi administratif sering 

mengalami keterlambatan di tingkat Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), 

gagasan untuk mengoptimalkan sanksi sosial memiliki landasan hukum yang kuat 

dalam Siyasah Syar'iyyah. 
121

 

Rekomendasi Bawaslu untuk menerapkan hukuman berbasis kearifan lokal 

seperti falsafah Bugis "dipakasiri" (dipermalukan), memviralkan pelanggaran di 

media massa, serta menyurati lingkungan kerja pelaku secara berkala merupakan 

bentuk takzir modern yang bertujuan memberikan efek jera secara moral dan 

sosial. Hukuman psikologis seperti ini dinilai Ibnu Taimiyah dapat menjadi 

instrumen penertiban yang efektif bagi para pejabat atau aparatur yang kehilangan 

kepekaan moralnya terhadap amanah jabatan. 

Efektivitas penanganan ini juga erat kaitannya dengan kaidah sadd az-

zari‘ah (menutup jalan menuju kemudaratan) dan maslahah mursalah (kebijakan 

demi kemaslahatan umum yang tidak termaktub khusus dalam nash). Regulasi 

ketat mengenai netralitas ASN sengaja dibuat untuk mengantisipasi kerusakan 
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yang lebih besar, yakni ketimpangan kekuasaan, penyalahgunaan fasilitas negara 

untuk kepentingan elektoral, serta rusaknya stabilitas birokrasi pasca-pemilu. Oleh 

karena itu, pengawasan kuantitatif yang efisien, penyelesaian perkara yang tepat 

waktu, serta sinkronisasi penegakan hukum bersama Sentra Gakkumdu merupakan 

satu kesatuan ikhtiar politik hukum Islam (siyasah syar‘iyah modern) demi 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan menjaga 

keselamatan serta ketenteraman kehidupan bernegara. analisis berbasis pemikiran 

Ibnu Taimiyah ini menegaskan bahwa penegakan netralitas PNS di Kabupaten 

Pinrang bukan sekadar urusan birokrasi formal, melainkan sebuah perjuangan 

menegakkan sendi-sendi teologis amanah dan keadilan demi maslahat seluruh 

rakyat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penanganan pelanggaran netralitas 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pinrang, bahwa hasil 

penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi penanganan pelanggaran netralitas PNS oleh Bawaslu Kabupaten 

Pinrang telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang ASN, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta 

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Pinrang 

melaksanakan fungsi pencegahan melalui sosialisasi secara langsung kepada 

ASN dan PNS, penyebaran informasi melalui media sosial, serta pengawasan 

pada setiap tahapan Pilkada. Dalam penanganan pelanggaran, Bawaslu 

menerima laporan dan temuan, melakukan kajian, klarifikasi, serta meneruskan 

rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau memprosesnya 

melalui Sentra Gakkumdu apabila memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. 

Namun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi kendala berupa 

tingginya angka pelanggaran, rendahnya kesadaran sebagian ASN terhadap 

prinsip netralitas, serta keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam menjatuhkan 

sanksi secara langsung. 

2. Efektivitas penanganan pelanggaran netralitas PNS di Bawaslu Kabupaten 

Pinrang dapat dikatakan efektif secara prosedural, tetapi belum sepenuhnya 

efektif secara substantif. Hal ini terlihat dari terlaksananya seluruh tahapan 

penanganan sesuai regulasi, adanya koordinasi yang baik antara Bawaslu, 

BKN, BKD, pemerintah daerah, dan Sentra Gakkumdu, serta berhasilnya 
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sejumlah kasus diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Akan tetapi, 

tingginya jumlah pelanggaran yang ditemukan, keterbatasan sumber daya 

manusia dalam penanganan pelanggaran, serta sanksi yang relatif ringan 

menyebabkan efek jera terhadap pelanggar masih rendah. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa keberhasilan prosedural belum sepenuhnya mampu 

menekan angka pelanggaran netralitas ASN secara signifikan. 

3. Analisis siyasah syar‘iyah menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran 

netralitas PNS oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang pada dasarnya telah sejalan 

dengan prinsip-prinsip siyasah syar‘iyah, terutama prinsip keadilan (al-‗adl), 

amanah, maslahah mursalah, dan amar ma‘ruf nahi munkar. Pengawasan dan 

penindakan terhadap ASN yang tidak netral merupakan bentuk upaya menjaga 

kemaslahatan umum, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta mewujudkan 

keadilan dalam proses demokrasi. Namun demikian, belum optimalnya 

pemberian sanksi dan masih tingginya tingkat pelanggaran menunjukkan bahwa 

implementasi nilai keadilan dan pertanggungjawaban dalam penegakan hukum 

masih perlu diperkuat agar tujuan mewujudkan pemerintahan yang adil, 

amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dapat tercapai secara 

maksimal. 

B. Saran 

1. Bawaslu Kabupaten Pinrang perlu meningkatkan intensitas dan kualitas program 

pencegahan pelanggaran netralitas ASN melalui sosialisasi yang lebih 

berkelanjutan, tidak hanya menjelang tahapan Pilkada tetapi juga pada masa 

non-pemilihan. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan 

edukatif untuk membangun kesadaran hukum serta etika birokrasi sehingga 

netralitas ASN tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga 

sebagai tanggung jawab moral dan profesional. 

2. Pemerintah pusat bersama pembentuk undang-undang perlu melakukan evaluasi 
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terhadap regulasi yang mengatur sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas. 

Sanksi yang ada saat ini dinilai belum memberikan efek jera yang memadai. 

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem sanksi administratif maupun 

pidana yang lebih tegas, konsisten, dan proporsional agar mampu mencegah 

terulangnya pelanggaran serupa pada pelaksanaan pemilu dan pilkada di masa 

mendatang. 

3. ASN dan PNS di Kabupaten Pinrang diharapkan mampu meningkatkan 

kesadaran diri untuk menjaga profesionalitas, integritas, dan netralitas dalam 

setiap tahapan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Netralitas 

ASN merupakan amanah yang harus dijaga demi terciptanya birokrasi yang 

profesional, pelayanan publik yang adil, serta demokrasi yang jujur dan 

berintegritas. Dengan adanya komitmen yang kuat dari seluruh ASN, 

pelanggaran netralitas dapat diminimalisir sehingga kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah dan proses demokrasi semakin meningkat. 
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